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ABSTRAKSI

Pemecahan Tanah Pertanian Di Bawah Batas Minimum
Melalui Jual Beli Di Kabupaten Karanganyar
Propinsi Jawa Tengah

Oleh:
Dian Ekaningsih

Undang-undang Pokok Agraria mengatur tentang pemanfaatan,
pemilikan dan penguasaan tanah pertanian, khususnya dalam Pasal 17.
Pengaturan ini dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 56 Prp. Tahun
1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian, atau biasa dikenal
sebagai Undang-Undang Landreform. Pasal 8 undang-undang Nomor 56
Prp. Tahun 1960 menyebutkan bahwa pemerintah mengadakan usaha-
usaha agar setiap petani sekeluarga memiliki tanah pertanian minimum 2
(dua) hektar, baik untuk sawah maupun untuk tanah kering. Pasal 9 ayat
(1) UU Nomor 56 Prp. Tahun 1960 menyebutkan sebagai berikut :
“Pemindahan hak atas tanah pertanian, kecuali karena pembagian karena
pewarisan, dilarang apabila pemindahan hak tersebut mengakibatkan
timbuinya atau berlangsungnya pemilikan tanah yang luasnya kurang dari
2 Ha. Larangan tersebut tidak berlaku kalau penjual hanya memiliki
bidang tanah yang luasnya kurang dari dua hektar dan tanah itu dijual
sekaligus.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis. Dalam
pengumpulan data dan bahan hukum, baik primer maupun sekunder,
kasus yang dikumpulkan melaiui pengamatan, wawancara dan study
dokumen-dokumen hukum, sedangkan teknik analisis dilakukan secara
kualitatif.

Masil penelitian menunjukkan bahwa pemilikan tanah pertanian di
wilayah Kabupaten Karanganyar rata-tata 0,5 Ha setiap petani
sekeluarga. Terjadinya pemecahan (pemindahan) tanah yang luasnya
relatif sempit itu dilakukan dengan cara jual beli, dan kebanyakan jual beli
yang dilakukan oleh penduduk hanya di hadapan Kepala Desa, bahkan
masih terjadi juga jual beli yang hanya dilakukan dengan secara lisan
danfatau kwitansi untuk pembuktian. Hal inilah yang sering menyebabkan
terjadinya pemecahan tanah pertanian yang luasnya kurang dari 2 Ha,
karena jual beli tanah tersebut tidak dilakukan di hadapan Pejabat
Pembuat Akta Tanah (PPAT), sedangkan Kepala Desa sendiri tidak
meneliti apakah peralihan hak tersebut melanggar ketentuan Pasal 9 ayat
(1) Undang-undang Prp Tahun 1960 atau tidak.
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ABSTRACT

Agricultural Land Distribution Under the Minimum Limit by Trade
In Karanganyar Regency
Central Java Province

By:
Dian Ekaningsih

Principal Regulation of Agrarian Affairs regulates the exploitation,
the ownership, and the authority of agricultural land, especially in Chapter
17. this regulation is clarified in Regulation No. 56 Prp 1960 about the
Decision of Agricultural Land Area, or usually known as Landreform
Regulation. - Chapter 8 Regulation No. 56 Prp 1960 mentions that the
government creates farm enterprises so that every farmer and the family
have agricultural land at least 2 (two) hectares, either for the field or for the
dried land. Chapter 9 paragraph (1) Reg. No. 56 prp 1960 mentions as
follows : “The Right removal for agricultural land, except because of
distribution of inheritance, is not allowed if the right removal brings about
the ownership of the land which is less than 2 Ha. The prohibition is not
valid if the seiler only has tracts of the land which are less than two
hectares and the lands are all soid at once.

This research uses juridical — sociological, in collecting data and
law matter, either primary or secondary, the case which is collected by
observation, interview and study of law documents, yet the analytical
technique is gualitatively done. _

The result of research shows that the ownership of agricultural land
in Karanganyar Regency approximately 0,5 Ha every farmer and the
family. The land distribution {removal) which is relatively narrow is done by
trade, and most of trades are done by the society only in front of the village
headman, even the trade is still done verbally and / or with a receipt for an
evidence. This case often brings about the land distribution which is less
than 2 Ha, for the land trade is not done in front of the notary (Pejabat
Pembuat Akta Tanah (PPAT), yvet the village headman himself doesn't
research the right removal breaks the regulation chapter 9 paragraph (1)
regulation Prp 1960 or not.
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BAB!
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Iandasaﬁ politik hukum agraria indonesia, yaitu
Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa
bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai
oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran
rakyat. Kemudian sebagai pelaksana dari ketentuan di atas dipertegas
dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan
Dasar Pokok-Pokok Agraria, bahwa hak menguasai negara tersebut

memberi wewenang untuk:

1. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan,
persediaan dan pemeliharaan bumi, air, dar ruang angkasa;

2. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara
orang-crang dengan bumi, air dan ruang angkasa;

3. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara
orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi,
air dan ruang angkasa.’

Berkaitan dengan kewenangan negara di atas, maka
pemanfaatan tanah harus dikelola dan dimanfaatkan secara optimal
bagi generasi sekarang maupun generasi mendatang dalam rangka
mewujudkan masyarakat adil dan makmur.

Untuk mengatur pemanfaatan, pemilikan dan penguasaan tanah

pertanian, Undang-undang Pokok Agraria dalam Pasal 17 menentukan

' Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok
Agraria Isi dan Pelaksanaannya, Djambatan, Jakarta, 2000, hal. 229-230,
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tentang batas [uas maksimum dan minimum tanah pertanian yang boleh
dimiliki dan dikuasai oleh seseorang atau suatu keluarga, baik dengan
hak milik atau hak-hak lainnya. Ketentuan ini dimaksudkan agar
seseorang (keluarga) dapat memiliki atau menguasai tanéh pertanian
tidak melebihi atau kurang dari ketentuan batas luas maksimum dan
minimum, sehingga dapat meningkatkan taraf hidup atau penghidupan
'bagi para petani.? |

Lebih lanjut dalam bidang ekonomi sektor pertanian disebutkan

bahwa:
“Dalam pengalihan hak atas tanah perlu dicegah pemilikan tanah
yang melebihi ketentuan yang berlaku, di samping itu perlu di

usahakan untuk mencegah pembagian tanah yang sangat kecil,
agar manfaat penggunaan tanah tidak berkurang.

Dari berbagai penelitian yang dilakukan terhadap masalah
pertanian di negara Kita, telah diperoleh data yang menunjukkan bahwa
penguasaan, penggunaan dan pemilikan tanah masih banyak terjadi
penggunaan tanah secara tumpang tindih, karena masih belum adanya
suatu rencana yang matang tentang penggunaan tanah-tanah dalam
kawasan tertentu. Masalah penggunaan dan pemilikan tanahpun masih
menunjukkan adanya ketimpangan dalam masyarakat, di mana ada
kelompok kecil dari masyarakat memiliki atau menguasai secara
berlebihan dan melampaui batas sedangkan di pihak lain sebagian
kelompok dari masyarakat memiliki atau menguasai tanah dalam jumlah

yang sangat terbatas, yaitu di bawah batas minimum pemilikan tanah

? Upik Hamidah, Pelaksanaan Penetapan Batas Tanah Pertanian Selelah Diberlakukanya
UU No. 56 Prp Tahun 1960, Justisia, No. 16 Th. V 1997




dan bahkan banyak pula yang tidak mempunyai tanah sama sekali,
terpaksa hidup sebagai buruh tani yang senantiasa hidup di bawah garis
kemiskinan yang sifatnya bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan
sosial bagi seluruh rakyat indonesia. *

Selanjutnya dalam rangka pembanguna'n pertanian perlu di
dukung adanya tata ruang dan tata guna tanah, sehingga penguasaan,
pemilikan dan pengalihan hak atas tanah dapat fnenjamin kemudahan
dan kelancaran usaha-usana pertanian serta benar-benar sesuai
dengan asas adil dan merata. Sehubungan dengan itu perlu dicegah
pemiiikan dan penguasaan tanah oleh perorangan secara berlebihan,
serta pembagian tanah menjadi sangat kecil sehingga tidak menjadi
sumber kehidupan yang layak.

Oleh karena itu dalam rangka pembangunan masyarakat yang
sesuai dengan asas sosialisme Ihdonesia di samping perlu adanya
batas maksimal pemilikan tanah pertanian yang boleh dikuasai oleh
satu keluarga, baik dengan hak milik maupun dengén hak lain, juga

perlu diadakan penetapan luas minimumnya, dengan tujuan supaya

- setiap keluarga petani mempunyai tanah yang cukup tuas agar dapat

mencapai taraf hidup yang layak. Peraturan yang dimaksudkan adalah
undang-undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 tentang Penetapan Luas
Tanah Pertanian, atau biasa dikenal sebagai Undang-undang

Landreform.

® Abdurrahman, Beberapa aspek tentang Hukum Agraria seri Hukum Agraria V, Bandung,

Alumni, 1880, hal. 14.




Pasai 8 undang-undang Nomor 56 Prp.Tahun 1860 menyebutkan
bah\_fva pemerintah mengadakan usaha-usaha agar setiap petani
sekeluarga memiliki tanah pertanian minimum 2 (dua) hektar, baik untuk
sawah maupun untuk tanah kering. |

Sehubungan adanya penetapan batas minimum dua hektar maka
diadakan larangan untuk menjual, membagi-bagikan atau memisah-
misahkan tanah vyang sudah ada sehingga menimbulkan
berlangsungnya pémilikan hak atas tanah yang luasnya kurang dari 2
Ha.

" Pasal 9 ayat (1) UU Nomeor 56 Prp Tahun 1960 menyebutkan

sebagai berikut:

‘Pemindahan hak atas tanah pertanian, kecuali karena pembagian
karena pewarisan, dilarang apabila pemindahan hak itu
mengakibatkan timbulnya atau berlangsungnya pemilikan tanah
yang luasnya kurang dari 2 Ha. lLarangan tersebut tidak beriaku
kalau penjual hanya memiiiki bidang tanah yang yang luasnya
kurang dari dua hektar dan tanah itu dijual sekaligus”.

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa pemecahan
tanah pertanian yang luasnya di bawah batas minimum dua hektar
kecuali karena pembagian warisan adalah dilarang. Namun pada
hakekatnya masih sering terjadi pelanggaran terhadap ketentuan
tersebut, hal ini sering dilakukan oleh petani di wilayah Kabupaten

Karanganyar.
Pemilikan tanah pertanian di wilayah Kabupaten Karanganyar

rata-rata 0,5 Ha setiap petani sekeluarga. Terjadinya pemecahan tanah




yang luasnya relatif sempit itu dilakukan dengan cara juai beli, maka
dengan demikian tanah yang sudah ada tersebut akan mengakibatkan
timbuinya bagian-bagian yang lebih kecil lagi.

Berkaitan dengan terjadinya jual beli atas tanah pertanian, Pasal
37 ayat (1) -Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang

Pendaftaran Tanah menyebutkan bahwa:

“Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun
melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam
perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali
pemindahan hak melalui ielang hanya dapat didaftarkan jika
dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang
menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku’”.

Akan tetapi kenyataannya di Kabupaten Karanganyar tidakiah
demikian. Kebanyakan jual beli yang dilakukan oleh penduduk hanya
dihadapan Kepala Desa, bahkan masih terjadi juga jual beli yang hanya
dilakukan dengan secara lisan dan/atau kuitansi untuk pembuktian. Hal
inilah yang sering menyebabkan terjadinya pemecahan tanah pertanian
yang luasnya kurang dari 2 Ha, karena jual beli tanah tersebut tidak
dilakukan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), sedangkan
Kepala Desa sendiri tidak meneliti apakah peralihan hak tersebut
melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Prp Tahun 1960

atau tidak.

1.2.Perumusan Masalah

Pemecahan tanah pertanian yang luasnya di bawah batas

minimum pémilikan tanah pertanian dapat mengakibatkan tanah yang




sudah ada menjadi bagian-bagian kecil, dan hal ini merupakan suatu
perbuatan yang bertentangan dengan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 56 Prp Tahun 1960.

Namun perbuatan hukum tersebut masih sering terjadi dalam
perfanjian jual beli tanah pertanian di wilayah Kabupaten Karanganyar.
Dari fakta-fakta hukum tersebut maka timbuitah masalah yang perlu di
teliti dan dibahas. Dari masalah-masalah yang timbul dapat dirumuskan
sebagai berikut:

1. Bem—dim;m%i wilayah Kabupaten Karanganyar
telah terjadi pemecahan (jual-beli) tanah pertanian di bawah batas
minimum‘ 2 hektar? |

W ™

2. Faktor-fakior apa yang mempengaruhi penegakan hukum

khususnya tentang larangan pemecahan  (jual-beli) tanah

pertanian yang luasnya di bawah batas minimum 2 hektar di

wilayah kabupaten karanganyar?

4.3. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian ilmiah harus mempunyai tujuan yang jelas dan
pasti. Hal ini merupakan pedoman dalam mengadakan penelitian, juga
menunjukan kualitas dari penelitian tersebut.

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan diatas, maka
tujuan yang hendak dicapai, dalam penelitian ini adalah sebagai

berikut:




1.

Menggali, mengungkapkan dan mengkaji apakah benar masyarakat
di wilayah Kabupaten Karanganyar cenderung untuk memecah
(jual-beli)ltanah pertanian yang luasnya di bawah batas minimum
pemilikan tanah pertanian.

tngin mengetahui faktor-faktor yaﬁg mempengaruhi penegakan
hukum khususnya tentang larangan pemecahan (jual-beli} tanah
pertanian yéng luasnya di bawah batas minimum pemilikan tanah

pertanian di wilayah Kabupaten Karanganyar.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik bagi

kepentingan akademis maupun bagi kepentingan praktisi, dalam hal ini

pemerintah selaku penentu kebijakan dan pelaksana aturan hukum.

1.

Kegunaan secara teoritis, dengén hasil penelitian ini dapat dijadikan
sumber informasi iimiah guna melakukan pengkajian lebih lanjut dar:
mendalam tentang permasalahan pemecahan '(iual—beli) fanah
pertanian yang luasnya di bawah batas minimum pemilikan tanah
pertanian.

Kegunaan secara praktis, dengan hasil penelitian ini dapat dijadikan
acuan dalam mengambil langkah-langkah kebijakan selanjutnya
guna mengatasi permasalahan pemecahan (jual-beli) tanah
pertanian yang luasnya di bawah batas minimum pemilikan tanah

pertanian. -




1.5. Sistematika Penulisan Tesis

Hasil penelitian yang diperoleh setelah dilakukan analisis kemudian
disusun dalam bentuk laporan akhir dengan sistematika penulisannya
sebagait berikut :

‘Bab | Pendahuluan yang berisi uraian tentang : latar belakang
permasalahan, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian,
serta sistématika penulisan.

Bab II Tinjauan pustaka yang berisi uraian tentang pengertian dan
ciri-ciri landreform, tujuan landreform, program landreform, pengertian
tanah pénanian, pembatasan pemilikan tanah pertanian, penetapan batas
maksimum pemilikan/penguasaan tanah pertanian, penetapan batas
minimum pemilikan/penguasaan tanah pertanian, larangan pemecahan
tanah pertanian vyang luasnya kurang dari batas minimum _
pemilikan/penguasaan tanah pertaniaﬁ dan prosedur jual beli tanah sejak
berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 sekaligus faktor-
faktor yang mempengaruhi penegakan hukum.

Bab i Metode Penelitian, diuraikan tentang metode
-pendekatannya, spesifikasi penelitiannya, lokasi penelitiannya, populasi
dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengolahan dan analisa data.

Bab IV Hasil dan pembahasan, yang menguraikan tentang
gambaran umum kébupaten Karanganyar. Lalu dibahas tentang alasan
adanya kecenderungan masyarakat di Kabupaten Karanganyar melakukan

jual beli tanah pertanian di bawah batas minimum dan faktor-faktor yang




mempengaruhi penegakan hukum khususnya tentang larangan pemecahan
tanah pertanian yang luasnya kurang dari batas minimum
pemilikan/penguasaan tanah pertanian.

Bab V berisikan kesimpulan dari pembahasan yang telah diuraikan
dan disertakan pula saran-saran sebagai rekomendasi berdasarkan

temuan-temuan yang diperoleh dalam penelitian.
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BAB Il

TINJAUAN PUSTAKA

2.1.Tinjauan Umum mengenai Landreform
2.1.1. Pengertian dan Ciri-ciri Landreform.

Bila kita perhatikan di negara kita istilah yang biasa dipergunakan
.adalah “land reform’. Secara harfiah perkataan landreform berasal dari
bahasa Inggris, yaitu : land, yang artinya tanah dan reform yang artinya
perubahan, perombakan. Landreform berarti perombakan terhadap
strukiur pertanahan, 'akan tetapi sebenarnya yang  dimaksudkan bukan
hanya perombakan terhadap struktur penguasaan pertanahan, melainkan
perombakan terhadap hubungan manusia dengan ‘manusia berkenaan

dengan tata guna meningkatkan penghasilan petani.®

Adapun pengertian landreform bisa berarti luas bisa berarti sempit.
Adi Putra Parlindungan menyatakan bahwa landreform bertujuan luas dan
di kalangan dunia internasional landreform itu bermakna :
1. Perubahan hubungan antara manusia dengan tanah, contohnya
ialah bahwa petani itu berhak mempunyai tanah sendiri dan
dikembangkan agar petani itu mempunyai Hak milik.

2. Perubahan dan perlindungan petani penggarap dari tuan tanah
atau penghapusan pertuantanahan misalnya dengan menentukan

! $1i Sudaryatmi, Penentuan Hak dan Pemanfacatan Tanah Timbul dalam Kaitannya dengan
Pengembangan Ekonomi Wilayah Pantai (Studi Kasus di Desa Bulumanis Kidul,
Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati). Tesis Magister 1lmu Hukuri. Program Pasca
Sarjana. Hal.42 .
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suatu bagian tertentu yang harus diberikan kepada tuan tanah
dalam bagi hasil.

3. Larangan memiliki tanah yang luas, disebut juga dengan larangan
latifundia.

4. Larangan absenteeisme atau guntai yang berarti bahwa tidak
diperkenankan orang mempunyai tanah peranian jika tidak
digarap sendiri, ia bertempat tinggal di luar lokasi tanah pertanian
atau sama sekali tidak mengerjakan tanah itu dan menyewakannya
atau menyuruh orang lain untuk mengerjakannya.

5. Penetapan suatu ceiling bagi kepemilikan yang bertujuan untuk
mencegah terjadinya latifundia atau mencegah penumpukan tanah
dengan 1 (satu) orang yaitu land lord yang menguasai orang
banyak. °

Pengertian landreform di Indonesia dibagi atas dua bagian, yaitu :

1. Landreform dalam arti luas, yang dikenal dengan istilah Agrarian
Reform/Panca Program, terdiri dari :

a. Pembaharuan Hukum Agraria.

b. Penghapusan hak-hak asing dan konsepsi'-konsepsi kolonial atas
tanah.

¢. Mengkhiri penghisapan feodal secara berangsur-angsur.

d. Perombakan mengenai pemilikan dan penguasaan tanah serta
hubungan-hubungan hukum vyang bersangkuian dengan
penguasaan tanah.

e. Perencanaan, persediaan, peruntukan dan penggunaan bumi, air
dan kekayaan yang terkandung di dalamnya serta penggunaannya
secara berencana sesuai dengan daya dan kesanggupan serta
kemampuannya.

2. Landreform dalam arti sempit, menyangkut perombakan mengenai
pemilikan dan penguasaan tanah serta hubungan-hubungan hukum
yang bersangkutan dengan penguasaan tanah.®

5 AP. Parlindungan, Aneka Hulum Agraria. Alumni. Bandung. 1986. hal.8
% I Nyoman Budi Jaya Tinjauan Yuridis tentang Redistribusi Tanah Pertanian dalam rangka
Pelaksanaan Landreform. Liberty. Yogyakarta, 1989, hal.9
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Agrarian Reform merupakan konsep yang lebih menyeluruh karena
meliputi perubahan keadaan-keadaan yang sangat luas dan sangat
berpengaruh tgrhad_ap sektor pertanian. Dengan demikian dapat dikatakan
merupakan suatu alat yang penting untuk meningkatkan hasil pertanian
yang dihasilkan tanah tersebut dengan asumsi bahwa tanah merupakan

faktor produksi yang paling dominan.

Pengertian landreform menurut Ketentuan Undang-undang Pokok
Agaria adalah pengertian dalam arti luas, dan perumusannya sesuai
dengan pengertian landreform yang dirumuskan oleh FAO, yaitu suatu
program tindakan yang saling berhubungan yang bertujuan untuk
menghilangkan penghatang-penghalang di bidang ekonomi, sosial yang
timbul dari kekurangan-kekurangan yang terdapat dalam struktur

pertanahan.

Adapun yang merupakan ciri pokok pelaksanaan landrefom di

Indonesia adalah sebagai berikut :

a. Tidak menghapus hak milik perseorangan atas tanah bahkan

secara kuantitatif menambah jumlah pemilik tanah.

b. Adanya suatu jaminan pembayaran ganti rugi (kompensasi) bagi
para bekas pemilik tanah-tanah pertanian kelebihan dan absentee

yang dikuasai oleh pemerintah.’

7 Ibid. hal. 10
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2.1.2. Tujuan Landreform .

Mengenai tujuan diadakannya program landreform di Indonesia
dapat diklasiﬁkasikan menjadi dua bagian, yaitu : tujuan secara umum dan
tujuan secara khusus. Secara umum tujuan landreform adalah untuk
mempertinggi taraf hidup dan penghasilan petani penggarap sebagai
landasan pembangunan ekonomi menuju masyarakat adil dan makmur

berdasarkan Pancasilia.

Dengan berlandaskan pada tujuan secara umum di atas, maka
secara khusus landreform di Indonesia diarahkan agar dapat mencapai 3

(tiga) aspek sekaligus, yaitu :
a. Tujuan Sosial Ekonomis.

1. Memperbaiki keadaan sosial ekonomi rakyat dengan
memperkuat hak milik serta memberi isi dan fungsi sosial pada
Hak Milik.

2. Memperbaiki produksi nasional khususnya sektor pertanian
guna mempertinggi penghasilan dan taraf hidup rakyat.

b. Tujuan Sosial politis.

1. Mengakhiri sistem tuan tanah dan menghapuskan pemilikan
tanah yang luas.

2. Mengadakan pembagian yang adil atas sumber-sumber
penghidupan rakyat tani berupa tanah dengan maksud ada
pembagian yang adil pula.

c. Tujuan Mental Psikologis.
1. Meningkatkan kegairahan kerja bagi para petani penggarap

dengan jalan memberikan kepastian hak mengenai pemilikan
tanah.
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2. Memperbaiki hubungan kerja antara pemilik tanah dan
penggarapnya.®

Selanjutnya Dewan Pertimbangan Agung dalam usuinya
tentang "Perombakan hak tanah dan penggunaan tanah’ menyatakan
bahwa landreform bertujuan: “agar masyarakat adil dan  makmur dapat
terseienggara dan khususnya taraf hidup tani meninggi dan taraf hidup
seluruh rakyat jelata meningkat.” Menteri Agraria Soedjarwo dalam
pidatonya tanggal 12 September 1960 yang mengantarkan Rancangan
Undang-undang Pokok Agraria di muka Sidang Pleno DPR-GR antara lain
menyatakan bahwa : “ Perjuangan perombakan hukum agraria kolonial dan
penyusunan hukum agraria nac<ional berjalan erat dengan sejarah
perjuangan bangsa indonesia untuk melepaskan diri dari cengkeraman,,
pengaruh dan sisa-sisa penjajahan, khususnyé perjuanga rakyat tani untuk
membebaskan diri dari kekangan-kekangan sistem feodal atas tanah dan

pemerasan kaum modal asing.

ltulah sebabnya maka landreform di Indonesia tidak dapat
diptsahkan dengan Revolusi nasional Indonesia. “ Selanjutnya dikatakan

bahwa tujuan landreform di Indonesia adalah :

a. Untuk mengadakan pembagian yang adil atas sumber
penghidupan rakyat tani yang berupa tanah, dengan maksud agar
ada pembagian hasil yang adil pula, dengan merombak struktur
pertanahan sama sekali secara revolusioner, guna merealisir
keadilan sosial.

¥ 1bid. hal. 11




15

. Untuk melaksanakan prinsip : tanah untuk tani, agar tidak terjadii
tanah sebagai obyek spekulasx dan obyek (maksudnya: alat
pemerasan).

. Untuk memperkuat dan memperluas hak milik atas tanah bagi
setiap Warga Negara Indonesia, baik laki-laki maupun wanita yang
berfungsi sosial. Suatu pengakuan dan perlindungan terhadap
privaat bezit, vaitu hak milik sebagai hak yang terkuat, bersifat
perseorangan dan turun-temurun, tetapi berfungsi sosial.

. Untuk mengakhiri sistem tuan tanah dan menghapuskan pemilikan
dan penguasaan tanah secara besar-besaran dengan tak terbatas,
dengan menyelenggarakan batas maksimum dan batas minimum
untuk tiap keluarga. Sebagai kepala keluarga dapat seorang laki-
laki ataupun wanita. Dengan demikian mengikis pula sistem
liberalisme dan kapitalisme atas tanah dan memberikan
perlindungan terhadap golongan ekonomis yang lemah.

. Untuk  mempertinggi produksi nasional dan mendorong
terselenggaranya pertanian yang intensif secara gotong-royong
dalam bentuk koperasi dan bentuk gotong-royong lainnya untuk
mencapai kesejahteraan yang merata dan adil, dibarengi dengan
sistem perkreditan yang khusus ditujukan kepada golongan tani.

Jelaslah  kiranya bahwa tujuan landrefom vyang

diselenggarakan di Indonesia adalah untuk mempertinggi penghasitan dan
taraf hidup para petani terutama petani kecil dan petani penggarap tanah,
sebagai landasan atau prasyarat untuk menyelehggarakah pembangunan
ekonomi menuju masyarakatyang adil dan makmur berdasarkan

Pancasila. ®

2.1.3. Program Landreform.

Sesuai dengan tujuan tersebut di atas dan mengingat situasi dan

kondisidan diindonesia pada waktu itu, maka program landreform meliputi:

1. Pembatasan luas maksimum penguasaan tanah.

® Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Sejaroh..., Op.cit. hal. 350-351
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2. Larangan pemilikan tanah secara apa yang disebut absentee
atau guhtai.

3. Redistribusi tanah-tanah yang selebihnya dari batas maksimum,
tanah-tanah yang terkena larangan absentee, tanah-tanah

bekas swapraja dan tanah-tanah negara.

4. Pengaturan soal pengembalian dan penebusan tanah-tanah

pertanian yang digadaikan.

5. Pengeturan kembali perjanjian bagi hasil tanah pertanian.

»

. Penetapan luas maksimum pemilikan tanah pertanian, disertai
larangan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang
mengakibatkan pemecahan pemilikan tanah-tanah pertanian
menjadi bagian-bagian yang terlampau kecil.

Dari keenam program tersebut yang paling sulit dilaksanakan dan
akan menjadikan masalah sosial, hukum, ekonomi maupun masalah
lainnya di masa sekarang maupun di masa yang akan datang adalah
program yang keenam yaitu penetapan batas minimum pemilikan tanah
pertanian dan larangan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang
mengakibatkan pemecahan pemilikan tanah pertanian menjadi bagian-
bagian yang terlampau kecil.\Walaupun progarm tersebut dilandasi dengan

Pasal 8 dan Pasal ¢ ayat (1) Undang-undang Nomor 56 Prp. Tahun 1960

yang menyebutkan :

Pasal 8 "Pemerintah mengadakan usaha-usaha agar supaya
setiap petani sekeluarga menmiliki tanah pertanian

minimum 2 (dua) hektar."
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Pasal 9 ayat (1) "Pemindahan hak atas tanah pertanian kecuali
pembagian warisan dilarang apabila pemindahan
itu menyebabkan timbuinya atau berlangsungnya
pemilikan tanah yang luasnya kurang dari dua
hektar. Larangan tersebut tidak berlaku kalau si
penjual hanya memiliki bidang tanah yang luasnya
kurang dari dua hektar dan fanah itu dijual

sekaligus.

2.2. Tinjauan Umum tentang Tanah Pertanian

2.2.1. Pengertian Tanah Pertanian

Dalam Undaﬁg-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 tidak diberikan
penjelasan apakah yang dimaksud dengan tanah pertanian, sawah dan
tanah kering. Berhubungan dengan itu dalam Instruksi Bersama Menteri
Dalam Negeri dan Otonomi Daerah dengan Menteri Agraria tanggal 5
Januari Tahun 1961 Nomor: Sekra/9/1/12 diberikan penjelasan sebagai
berikut: "yang dimaksud dengan tanah pertanian ialah juga semua tanah
perkebunan, tambak untuk perikanan, tanah tempat pengembalaan ternak,
tanah belukar bekas ladang dan hutan yang menjadi tempat mata
pencaharian bagi yang berhak. Pada umumnya tanah pertanian adalah
semua tanah yang menjadi hak orang selainnya tanah untuk perumahan
dan perusahaan. Bila atas sebidang tanah luas berdiri rumah tempat

tinggal seorang, maka pendapat setempat itulah yang menentukan, berapa
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luas bagian yang dianggap halaman rumah dan berapa yang merupakan
tanah pertanian.’®
2.2.2 Pengaturan Pembatasan Penguasaan Tanah Pertanian

Ketimpangan-ketimpangan dan ketidakadilan sosial dalam
kehidupan masyarakat tani di pedesaan yang berbeda pendapatan antara
tuan-tuan tanah dengan petani-petani kecil, maka petani-petani kecil itupun
menuntut diadakan pemerataan pemilikan/penguasaan tanah pertanian.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas maka ditetapkanlah
Undang-undang Nomor 56 Prp. Tahun 19680 tentang Penetapan Luas
Tanah Pertanian untuk membatasi pemilikan/penguasaan tanah pertanian
yang dapat dipunyai. oleh seseorang atau keluarga. Sebab tanpa adanya
pembatasan | tersebut dikhawatirkan ketimpangan-ketimpangan serta
pemerasan-pemerasan yang disebabkan oleh tanah terus berlangsung.
2.2.3. Penetapan Luas Maksimuin Pemilikan atau Penguasaan

Tanah Pertanian

Untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur serta
sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal
33 ayat (3), maka perlu diadakan larangan yang membatasi
pemilikan/penguasaan tanah yang melampaui batas.

Atas dasar ketentuan Pasal 33 Ayat (3) Undang-undang Dasar1945
yang menyatakan bahwa "bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung
di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-

besarnya kemakmuran rakyat”. Undang-undang Pokok Agraria di dalam

" 1bid, hal.358




19

Pasal 7 menyebutkan "untuk tidak merugikan kepentingan umum, maka
pemilikan dan pengusaan tanah yang melampaui batas tidak
diperkenankan”.

Pemilikan tanah yang melampaui batas jelas sangat merugikan
kepentingan umum, sebab dengan bertumpuknya tanah berhektar-hektar
pada seseorang berarti pemerataan di bidang pemilikan dan penguasaan
tanah tidak ada. Dengan demikian berati juga tidak ada pemerataan hasil
dari tanah yang bersangkutan.

Undang-undang Nomor 56 Prp Tahun 1980 Pasal 1 ayat (1)

menyebutkan:

“Seorang atau orang-orang yang dalam penghidupannya
merupakan satu keluarga bersama-sama hanya diperbolehkan
menguasai tanah pertanian, baik  miliknya sendiri atau
kepunyaan satu keluarga bersama-sama kepunyaan orang lain,
yang jumlahnya tidak melebihi batas maksimum sebagaimana
ditetapkan dalam Pasal ini ayat (2).”

Penetapan luas maksimum tiap-tiap daerah kabupaten berbeda-

beda dengan memperhatikan keadaan masing-masing dan faktor-faktor

sebagai berikut:

1. Tersedianya tanah-tanah yang masih dapat dibagi:

2. Jenis-jenis dan kesuburan tanahnya (diadakan perbedaan
antara sawah dan tanah kering diperhatikan apakah ada
perairan yang teratur ateu tidak);

3. Besarnya usaha tani yang sebaik-baiknya menurut kemapuan
satu keluarga dengan mengerjakan beberapa buruh tani;

4. Tingkat kemajuan teknik pertanian sekarang ini.""

" 1bid, hal 356
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Di daerah-daerah | Di golongkan | Sawah Tanah kering
yang kepadatan | daerah ha atau ha
penduduknya  tiap
Kilometer persegi

a. sampai 50 Tidak padat 15 20
b. 51 sampai 250 Kurang padat 20 12
c. 251 sampai 400 Cukup padat 7,5 9
d. 401 keatas Sangat padat 5 6

Sumber: Boedi Harsono, Sejarah ....hal. 357

2.24, Penefapan Luas Minimum Pemilikan atau Penguasaan Tanah
Pértanian

Untuk mempertinggi taraf hidup petani kepada mereka perlu
diberikan tanah garapan yang cukup luasnya. QOleh karena itu maka Pasal
17 Undang-undang Pokok Agraria selain menetapkan luas maksimum,
menghendaki juga pengaturan tentang luas minimumnya. Berhubungan
dengan hal itu dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 56 Prp. Tahun 1960
diperintahkan kepada pemerintah untuk mengadakan uéaha-usaha agar
supaya setiap petani sekeluarga memiliki tanah pertanian minimum 2
hektar. Menurut penjelasannya 2 {(dua} hektar itu bisa berupa sawah,
tanah kering atau sawah dan tanah kering.™

Ditetapkannya batas minimum tersebut tidak berarti bahwa orang-
orang yang Mempunyai tanah kurang dari 2 (dua) hektare akan diwajibkan

uniuk melepaskan tanahnya, 2 {dua) hektare itu merupakan tujuan yang

12 \bid, hal.382
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harus diusahakan tercapainya secara berangsur-angsur (Pasal 17 ayat (4)
Undang-undang Pokok Agraria.
2.2.,5. Larangan memecah Tanah Pertanian yang luasnya kurang
dari dua hektar

Sehubungan dengan apa yang diatur dalam Pasai 8 Undan-undang
Nomor 56 Prp Tahun 1960 di atas, dalam Pasal 9 dijumpai ketentuan-
ketentuan yang bertujuan untuk mencegah pemecahan pemilikan tanah-
tanah pertanian menjadi bagian-bagian yang kurang dari 2 (dua) hektar,
dengan mengadakan pembatasan terhadap pemindahan hak milik atas
tanah-tanah  pertanian. Tanpa pembatasan-pembatasan térsebut
dikhawatirkan, bahwa bukan saja usaha untuk mencapai batas minimum
tersebut tidak bérhasil, tetapi bahkan kita akan tambéh menjauh dari tujuan
itu, Namun demikian, dalam hal pembégian warisan yang justru merupakan
sebab utama pemecahan pemilikan tanah-tanah pertanian, atas dasar
pertimbangan keagamaan, tidak dibatasi. Dalam Pasal 9 ayat (4) hanya
ditentukan, bahwa mengenai bagian warisan tanah pertanian yang luasnya
kurang dari 2 (dua) hektar akan diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Tetapi yang akan diatur itu bukan soal “pembagian” warisannya, tetapi
‘bagian” warisan yang kurang dari 2 (dua) hektar. Warisan yang dibagi bisa
lebih dari 2 (dua) hektar.™

Menurut A.P. Parlindungan fragmentasi tanah pertanian karena
pewarisan masih ditolerir, walaupun justru karena pewarisan inilah yang

ferbanyak terjadi fragmentasi oleh karena setiap petani boleh dikatakan

1 Ibid, hal. 383
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mempunyai anak dan ini yang merusuhkan pemerintah karena langsung
saja banyak petani-petani gurem yang timbul di Indonesia.™

Jika 2 (dua) orang atau pada waktu mulai berlakunya Undang-
Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 (tanggal 1 Januari 1961) memiliki tanah
pertanian yang luasnya kurang dari 2 (dua) hektar dalam waktu satu tahun
mereka diwajibkan untuk menunjuk salah seorang diantaranya yang
selanjutnya akan memilki tanah yang bersangkutan atau memindahkan hak
tersebut harus diingat pembatasan yang ditetapkan di dalam ayat (1). Jika
kewajiban tersebut tidak dilaksanakan, Menterilah yang akan menunjuk
salah seorang di antara mereka yang selanjutnya akan menjadi pemilik
tanahnya ataupun menjualnya kepada pihak iain.

Dalam mengambil tindakan tersebut Menteri wajio memperhatikan
keinginan mereka mengenal soal alternatif yang manakah yang mereka
pilih (Pasal 9 ayat 2 dan 3). Ketentuan ayat (2) dan (3) tersebut tidak
mengenai pemilikan bersama tanah-tanah pertanian yang berasal dari
warisan (Surat Edaran Menteri Pertanian dan Agraria Tanggal 1 Oktober
1962 Nomor Unda 1/3/20). -

Sanksi bagi yang melanggar larangan memecah tanah pertanian

yang luasnya kurang dari dua hektar “Barangsiapa melanggar larangan
yang tercantum dalam Pasal 9 ayat 1 atau tidak melaksanakan kewajiban
tersebut pada ayat 2 dipidana dengan kurungan selama-lamanya 3 (tiga)

bulan dan/atau denda sebanyak Rp 10.000,00."

" A.P. Parlindungan. Landreform di Indonesia Suatu Studi Perbandingan. Mandar Maju. Bandung,
1991 hal. 107
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2.3. Aspek hukum Jual Beli Tanah Pertanian

2.3.1. Pengertian Jual Beli Sebelum Undang-undang Pokok Agraria
Ada dua pengertian jual beli tanah, yaitu:

2.3.1.1. Menurut Hukum Adat

Jual beli tanah adalah merupakan suatu perbuatan hukum, yang
mana pihak penjual menyerahkan tanah yang dijualnya kepada pembel.i
untuk selama-lamanya pada waktu pembeli‘ membayar harganya atau
(walaupun baru sebagian) tanah tersebut kepada penjual.

Sejak itu hak atas tanah telah beralih dari penjual kepada pembeii.
Dengan kata lain bahwa sejak saat itu pembeli telah mendapat hak milik
atas tanah tersebut jadi jual beli menurut Hukum Adat tidak lain adalah
suatu perbuatan pemindahan hak antara penjual kepada pembeli, maka
biasa dikatakan bahwa jual beli menurut Hukum Adat itu bersifat tunai dan
nyata. Dalam hal jual beli yang pembayarannya belum lunas, sisa harganya
itu merupakan hutang piutang antara pihak pembeli dengan pihak penjual.
2.3.1.2. Menurut Hukum Barat

Pengertian jual beli menurut Hukum Barat diatur dalam Kitab
Undang-undang Hukum Perdata Buku ke-3 Pasal 1457, Pasal 1458 dan
1459.

Pasal 1457 Kitab Undang-undang Hukum Perdata:

“‘Jual beli adalah suatu persetujuan, dengan mana yang satu
mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan
pihak yang lain untuk membayar harga yang telah di janjikan.”
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Pasal 1458 Kitab Undang-undang Hukum Perdata:

“Jual beli itu telah dianggap terjadi antara kedua belah pihak,
seketika setelah orang-orang ini mencapai kata sepakat
tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun
kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya beium
lunas.” ‘

Pasal 1459 Kitab Undang-undang Hukum Perdata:

"Hak milik atas barang yang dijual tidaklah berpindah kepada si
pembeli, selama penyerahannya belum menurut Pasal 612,
613 dan 616 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.”

Pada saat para pihak telah mencapai kata sepakat maka proses
jual beli tanah sudah selesai akan tetapi hak atas tanah belumlah
berpindah karena untuk tanah baru berpindah hak kepemilikannya kalau
telah dilakukan suatu penyerahan secara hukum (juridische levering) , yang
harus dilakukan dengan pembuatan akta balik nama berdasarkan
Ordonansi Balik Nama Stb. Nomor 27 Tahun 1834,

2.3.2, Pengertian Jual Beli Tanah setelah Undang-undang Pokok

Agraria

Dengan lahirnya Undang-undang Pokok Agraria, dikehendaki
adanya penghapusan dualisme dan mengadakan‘ unifikasi dengan
berasaskan pada Hukum Adat. Keberadaan Hukum Adat di dalam Hukum
Tanah Nasional dapat kita lihat pada Pasai 5 Undang-Undang Pokok
Agraria yang menyatakan bahwa:

“Hukum Agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa
ialah Hukum Adat, sepanjang tidak bertentangan dengan
kepentingan Nasional dan negara, yang berdasarkan atas
persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan

peraturan-peraturan yang tercantum dalam undang-undang ini
dan dengan peraiuran perundang-undangan lainnya, segala
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sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar
pada Hukum Agama.” -

Dalam penggunaannya sebagai pelengkap hukum tertulis, norma-

norma Hukum Adat menurut Pasal 5 Undang-undang Pokok Agraria juga
akan mengalami pemurnian atau saneering dari unsur-unsurnya yang tidak
asli. Dalam pembentukan Hukum Tanah Nasional yang digunakan sebagai
bahan utama adalah konsepsi dan asas-asasnya.'®

Berdasarkan uraian di atas, maka macam-macam pengertian jual
beli yang dimaksud dalam Hukum Adat (jual lepas, jual gadai dan jual

tahunan) tetap diakui.

| Di dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Pokok Agraria
disebutkan bahwa :

“Jual beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat,
i pemberian rmenurut adat dan perbuatan-pertuatan lain yang
§ dimaksudkan untuk memindahkan hak milik serta
| pengawasannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.”

Menurut Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahuh 1997 tentang
Pendaftaran Tanah disebutkan bahwa :

“Jual beli adalah setiap perjanjian vyang bermaksud
memindahkan hak atas tanah, memberikan sesuatu hak baru
atas tanah, menggadaikan tanah atau meminjam uang dengan

- hak atas tanah sebagai suatu tanggungan, harus dibuktikan
dengan suatu akta yang dibuat oleh dan di hadapan pejabat
yang ditunjuk oleh Menteri Agrari (selanjutnya dalam Peraturan
Pemetintah ini disebut pejabat). Akta tersebut bentuknya
ditetapkan oleh Menteri Agraria.

' foid, hal. 180 ORT-PUSTAK-UEDIp|
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2.3.3. Prosedur Juai Beli Tanah
a. Perjanjian atau pengikatan jual beli dilakukan di hadapan Notaris.

Perjanjian ini tidak termasuk hukum tanah tetapi hukum utang piutang.

Perjanjian pengikatan jual beli ini dilakukan karena :

¢+ Harga belum dibayar seluruhnya atau harga dibayar secara
mengangsur (harga belum lunas).

+ Balik nama ke atas nama pemeli sedang diproses, tetapi pembeii
tersebut merheriukan uang mendesak, sehingga tidak dapat
menunggu sampai balik nama selesai.

¢ Kérena tanah sedang dimohonkgn sertifikatnya di Badan Pertanahan
Nasional atas nama pembeli tetapi pembeli tersebut sudah mendesak
kebutuhannya terpaksa menjual tanah tersebut, tidak menunggu
sertifikat selesai.

b. Pembuatan akta jual beli di hadapén Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Ini adalah prosedur untuk tanah yang sudah berserﬁﬁkat atau tanah

bekas hak milik adat. Pejabat Pembuat Akta Tanah di .sini bisa Notaris,

bisa juga berstatus sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/atau

Camat untuk wilayah mereka, dan Pejabat Pembuat Akta tanah yang

khusus diangkat untuk keperiuan peralihan hak-hak atas tanah. Dengan

dibuatnya akta jual beli di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah
diperoleh suatu Akta Jual Beli Pejabat Pembuat Akta tanah. Akta Jual

Beli Pejabat Pembuat Akta Tanah tersebut adalah persyaratan untuk

pendaftaran tanah.
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Dalam Pasal 19 Peraturan pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang
Pendaftaran Tanah disebutkan bahwa pembuatan akia tersebut telah
ditetapkan dengan memakai model, formulir yang telah ditetapkan oleh
Badan Pertanahan Nasional setelah dilakukan pengecekan tentang
kebenaran tanda bukti haknya (sertifikatnya) dari Badan Pertanahan
Nasional setempat serta subjek hak (penerima haknya) adalah yang
memenuhi syarat sebagaimana yang ditetapkan Undang-undang.
Pembuatan Akta Jual Beli tanah Pejabat Pembuat Akta Tanah ini terang
dan .tunai sesuai dengan jual beli dalam hukum adat, yaitu harga
dibayar lunas dan pada waktu itu tanah berikut bangunannya
diserahkan kepada pembeili.

¢. Pembuatan akta jual beli di hadapan Notaris. -
Yaitu untuk perjanjian jual beli bangunan di atas tanah yang haknya
belum ada (belum bersedifikat); misalnya : tanah sewa, tanah garapan,
tanah negara, tanah kapling. |

d. Pembuatan surat jual beli tanah di bawah tangan isinya tetap sah,
artinya perbuatan hukum peralihan hak atas tanah tersebut tetap diakui
sah adanya (Keputusan Mahkamah Agung 123 K/Sip/1970 tanggal 14
September 1970) akan tetapi surat jual beli ini tidak dapat dipakai untuk

urusan balik nama di Badan Pertanahan Nasional.




28

2.4. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum
Hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat didasarkan atas

anggapan bahwa terdapat keteraturan dan ketertiban dalam usaha
pembangunan. Pembaharuan itu merupakan sesuatu yang diinginkan dan
5 dipandang mutlak perlu. Selain itu kaidah-kaidah atau peraturan hukum
tersebut berfungsi sebagai alat pengatur atau sarana pembangunan yang
menuntun masyarakat ke arah tujuan vyang dikehendaki oleh
pembangunan.

Akan tetapi dalam beberapa kenyataan peraturan atau kebijakan
hukum yang dibuat oleh pemerintah tidak berjalan sesuai dengan keinginan
dan tujuan yang ingin dicapai. Keng;rataan yang demikian disebabkan
karena hukum tidak akan dapat berjalan atau berfungsi dengan sendirinya
tanpa ditunjang oleh kondisi sosial, politik, ekonomi dan budaya
masyarakat.

Persoalan yang menyangkut mengenai berfungsinya hukum dalam
masyarakat tidak terlepas dari kenyataan apakah hukum tersebut benar-
benar berlaku atau tidak. Teori-teori hukum memaparkan tiga hal tentang

berlakunya hukum sebagai kaidab, yaitu ;"

1. Kaidah hukum berkaku secara yuridis apabila penentuannya
didasarkan atas kaidah yang tinggi tingkatannya (Hans
Kelsen), atau menurut cara yang telah ditetapkan (W.
Zevenbergen), atau apabila menunjukan hubungan
keharusan antara suatu kondisi dan akibatnhya (Logemann).

2. Kaidah hukum berlaku secara sosiologis apabila kaidah
tersebut efektif, artinya dapat dipaksakan beriakunya oleh

8 Soerjono Soekanto, Fakior-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hulum. Jakarta, Universitas
indonesia Press. 1983, hal 13
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penguasa walaupun tidak diterima oleh warga masyarakat
(teori kekuasaan), atau karena kaidah tadi berlaku diterima
dan diakui oleh masyarakat (teori pengakuan).

3. Kaidah hukum tersebut berlaku secara filosofis, artinya
sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang
tertinggi.

Selanjutnya dikatakan pula bahwa berfungsinya hukum melibatkan

beberapa faktor, yaitu ;"7

1. Faktor kaidah hukum atau peraturan itu sendiri harus
sistematis, tidak bertentangan baik secara vertikal
maupun secara horizontal, dan dalam pembuatannya
harus disesuaikan dengan persyaratan yuridis yang telah
ditentukan. :

2. Faktor penegak hukum, vyakni pihak-pihak yang
membentuk maupun menerapkan hukum haruslah
mempunyai pedoman berupa peraturan yang tertulis
yang menyangkut ruang lingkup tugasnya dengan
menentukan batas-batas kewenangan dalam
pengambilan kebijaksanaan. Dan yang paling penting,
adalah kualitas petugas memainkan peranan penting
dalam berfungsinya -hukum.

3. Faktor sarana atau fasilitas yang diharapkan dapat
mendukung pelaksanaan kaidah hukum yang telah
ditetapkan. Fasilitas di sini terutama sarana fisik yang
berfungsi sebagai faktor pendukung uniuk mencapai
tujuan.

4. Faktor masyarakat yang terkena ruang lingkup peraturan
tersebut.

5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan
rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam
pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya oleh
karena merupakan esensi dari penegakan hukum, serta juga merupakan

tolok ukur efektivitas penegakan hukum.

7 Ibid, hal.5
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BAB il
METODOLOGI PENELITIAN

Untuk mempertajam penelitian ini maka metode penelitian

merupakan suatu yang mutiak dalam suatu proses penelitian, oleh karena

penelitian ini merupakan kegiatan ilmiah, maka metode penelitian dapat

diartikan sebagai ilmu untuk mengungkapkan danr menerangkan gejala-
gejala alam atau gejala-gejala sosial dalam kehidupan manusia, dengan
mempergunakan prosedur kerja yang sistematis, teratur dan dapat
dipertan_ggungjawabkan secara ilmiah. Pertanggungjawaban ilmiah berarti
penelitian dilakukan untuk mengungkapkan dan menerangkan sesuatu
yang ada dan mungkin sebagai suatu kebenaran dengan dibentengi bukti-
bukti empiris atau yang dapat diterima oleh akal sehat manusia.'®
3.1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah
pendekatan yuridis-sosiologis. Pendekatan yuridis dipergunakan untuk
menganalisa berbégai peraturan perundang-undangan di bidang
jandreform dikaitkan dengan masalah pemecahan tanah pertanian di
bawah batas minimum melalui jual beli.

Sedangkan pendekatan sosiologis 'dipergunakan untuk
menganalisa hukum bukan semata-mata sebagai suatu seperangkat aturan
perundang-undangan yang bersifat normatif belaka, akan tetapi hukum

dilihat sebagai perilaku masyarakat yang menggejala dan mempoia dalam

18 11 Hadari Nawawi, Penelition Terapon. Gadjah Mada University Press. Hal 9
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kehidupan masyarakat, selalu berinteraksi dan berhubtingan dengan aspek
kemasyarakatan seperti politik, ekonomi, sosial dan budaya. Berbagai
temuan lapangan yang bersifat individual akan dijadikan bahan utama
dalam mengungkapkan permasalehan yang diteliti dengan berpegang pada
ketentuan yang normatif.
3.2.Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini adalah deskriptif analitis. Penelitian ini bertujuan untuk
memberikan gambaran tentang suatu masyarakat atau suatu kelompok
orang tertentu atau gambaran tentang suatu gejala atau hubungan antara
dua géjala atau lebih. Biasanya, penelitian deskriptif seperti ini
menggunakan metode survei.'® Lebih. jauh penelitian ini berusaha untuk
menjelaskan postulat-postulat yang diteliti secara lengkap sesuai dengan
temuan-temuan di lapangan.
3.3.Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Kabupaten Karanganyar
Propinsi Jawa Tengah.
3.4.Populasi dan sample

Populasi dalam penelitian ini adalah orang-orang yang memecah
tanah pertanian yang luasnya di bawah batas minimum pemilikan tanah
pertanian melalui jual-beli di Kabupaten Karanganyar.
| Metode penentuan sampel dalam penelitian ini adalah teknik

purposive sampling, yaitu penarikan sampel yang dilakukan dengan cara

1% Altherhon & Klemmak dalam Irawan Sochartono, Metode Penelitian Sosial Suatu Telnik
Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial Lainnya. Remaja Rosda Karya. 1999. Hal. 63
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mengambil subyek yang didasarkan pada tujuan tertentu. Dari kabupaten
tersebut di ambil 3 (tiga)} kecamatan. Dari masing-masing kecamatan yang
terpilih sebagai sampel diambil 3 (tiga) desa sebagai sampel, jadi jumiah

sampel desa seluruhnya ada 9 (sembilan) desa, dari masing-masing desa

diambil 3 (tiga) orang yang melakukan pemecahan tanah pertanian di

bawah batas minimum melalui jual beli. Sehingga sampel yang diambil
adalah 27 orang yang melakukan pemecahan tanah pertanian di bawah
batas minimum. Masing-masing kecamatan dan desa yang dijadikan
sampel adalah sebagai berikut:

a. 'Kecamatan Karangpandan;

i. Desa Salam
ii. Desa Karangpandan

iii. Desa Ngemplak
e. Kecamatan Ngargoyoso,
i. Desa Nglegok
ii. Desa Kemuning
| iii. Desa Puntukrejo
f. KecamatanMatesih
i. Desa Karangbangun
ii. Desa Pablengan
iii. Desa Gantiwarno
Selain itu, untuk melengkapi data dalam penelitian ini juga dipilih
nara sumber antara lain:

1. Kepala Desa/Lurah dari masing-masing sampel,
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2. Tokoh masyarakat yang ada di setiap desa sampel.
3. PPAT Notaris dan PPAT Camat setiap kecamatan sampel,
4. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar.

3. 5. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini
adalah terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh
langsung dari sumber pertama di lapangan melalui penelitian, yaitu dari
perilaku masyarakat. Sedangkan data sekunder, antara lain mencakup
dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud
laporan, buku harian dan seterusnya.?

Ronny Hanitijo Soemitro membagi jenis dan sumber data atas data
primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh
langsung dari masyarakat. Sedangkan data sekunder yaitu data yang
diperoleh dari bahan kepustakaan den'gan membaca dan mengkaji bahan-
bahan kepustakaan. Data sekunder dalam penelitian hukum terdiri dari
bahan hukurn primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.
Bahan hukum primer berupa : Norma Dasar Pancasila, Undang-undang
Dasar 1945, Undang-undang, Yurisprudensi dan Traktat dan berbagai
peraturan perundang-undangan sebagai peraturan organiknya. Bahan
hukum sekunder berupa : Rancangan Peraturén Perundang-undangan,

buku-buku hasil karya para sarjana dan hasil-hasil penelitian sebelumnya

¥ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hulum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. Raja
Grafindo. Jakarta. Hal 12
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yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dan bahan hukum terier
berupa bibliografi dan indeks komulatif 2!

Dalam penelitian ini yang dijadikan data primer adalah data yang
diperoleh dari penelitian lapangan, yaitu bersumber dari hasil wawancara
dengan responden, yaitu masyarakat penjual hak atas tanah pertanian,
sedangkan Kepala Desa atau Lurah dari masing-masing sampel,Camat
selaku PPAT setiap kecamatan sampel, Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Karanganyar juga para pejabat instansi yang terkait dengan
masalah tersebut sebagai nara sumber.

Sedangkan data sekunder yang berupa bahan hukum primer, yaitu
meliputi ; | |

1. Garis-Garis Besar Haluan Negara 1999-2004 (Tap. MPR No.
IV/IMPR/1999)

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar
Pokok -pckok Agraria.

3 Undang-Undang Nomor 56/Prp/1960 tentang Penetapan Luas
Tanah Pertanian.

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan
Hak atas Tanah dan Bangunan.

5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan
Daerah.

*! Ronny Hanitijo Soemitro, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri Ghalia Indonesia. 1982,

hal.53
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8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan
Keuangan Pusat dan Daerah.

7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran
Tanah.

8. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1997 tentang Pelaporan
atau Pemberitahuan Perolehan Hak Atas Tanah dan atau
Bangunan.

9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1997 tentang Pengenaan
Tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Karena Hiban
Wasiat,

10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan
Jabatan Pejabat Pembuat akta Tanah.

11. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan
Otonomi Daerah di Bidang Pertanahan.

12. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan
Nasional di Bidang Pertanahan.

13.Peraturan Menteri Agraria Nomor 3 Tahun' 1997 Tentang
Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun
1997 Tentang Pendaftaran tanah.

Untuk data sekunder yang berupa bahan hukum sekunder; adaiah
bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer yang
meliputi : Rancangan Peraturan Perundang-undangan, buku-buku hasil
karya para sarjana dan hasii-hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan

dengan masalah yang diteliti.
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Menunjang Otonomi Daerah, Masalah-Masalah Hukum Vol. XXX No. 3
Juli-Sept. 2001

Herry Iswanto, Penetapan Luas Minimum Pemilikan Tanah Pertanian
Bagi Para Petani di Kabupaten Daerah Tingkat Il Magefang, Mimbar
Hukum No. 38/VIIl/2000/Fakultas Hukum UGM.

, Perubahan Luas Pemilikan dan Penguasaan Tanah
Pertanian di Kabupaten Bantul, Mimbar Hukum No. 38/VI/2001/Fakultas
Hukum UGM.

. IGN Guntur, Proses Pergeseran Pola Pemilikan dan Penguasaan Tanah

Pertanian (Studi Kasus di Desa Sayung, Demak). Bhumi Nomor 4 Tahun
2003 : 10-19 ‘

. Nurhasan Ismail, Ofonomi Bidang Pertanahan: Reposisi Peranan Pusat

dan Daerah dan lIdeologi Politik Pertanahan, Mimbar Hukum No.
34/11/2000/Fakulias Hukum UGM.

. Konflik Pemanfaatan Tanah antara Pemda dan

Masyarakat (Studi Kasus Pembangunan Pariwisata Parangtritis).
Mimbar Hukum. Nomor 35/VI/2000. Fakultas Hukum Universitas Gadjah
Mada.

. Sudjito, Pembangunan dan Perkembangan Hukum Tanah di Indonesia,

Mimbar Hukum No. 35/VI/2000/Fakultas Hukum UGM.

. Upik Hamidah, Pelaksanaan Penetapan Batas Tanah Pertanian Setelah

Diberlakukannya Undang-Undang No. Prp. Tahun 1960, Justisia, No. 16
Th. V 1997.

. Yuliandri, Tinfauan Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun

1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Jurnal Hukum Yustisia No. 7 Tahun
V/1998/Universitas Andalas.
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Sedangkan yang menjadi bahan hukum tersier dalam penelitian ini,
- meliputi: Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua, Balai Pustaka,
Jakarta, 1999, bibliografi dan indeks kumulatif.

3. 6. Teknik Pengumpulan Data.

Pengumpulan data lapangan akan dilakukan dengan cara
wawancara, baik secara terstruktur maupun tak struktur. Wawancara
terstruktur dilakukan dengan berpedoman pada daftar pertanyaan-
pertanyaan yang sudah disediakan peneliti, sedangkan wawancara tak
terstruktur yakni wawancara yang dilakukan tanpa berpedoman pada daftar
pertanyaan. Materi diharapkan berkémbang sesuai dengan jawaban
informan dan situasi'yalang berlangsung'.

3.7. Pengolahan dan Analisis Data
3.7.1. Pengolahan Data
Setelah semua data dapat dikumpulkan dengan metode interview, maka

dilakukan pengolahan data dengan cara sebagai berikut: %

a. Semua catatan dari buku tulis pertama diedit, yaitu di
periksa dan dibaca sedemikian rupa. Hai-hal yang di
ragukan kebenarannya atau masih belum jelas, setelah
dibandingkan antara yang satu dengan vyang lain,
dilakukan pertanyaan ulang kepada responden yang
bersangkutan. ‘

b. Kemudian setelah catatan-catatan itu disempurnakan
kembali, maka dipindahkan dan ditulis kembali ke dalam
buku tulis yang kedua, dengan judul catatan hasil
wawancara dari responden. Isi buku tulis kedua ini
memuat catatan keterangan menurut nama-nama
responden.

*2 Hilman Hadikusuma, Metode Pembuatan Kertas Kerja arau Skripsi Hmu Hukum, Mandar Maju.
Bandung. 1995
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c. Selanjutnya setelah kembali dari lapangan, penulis mulai
menyusun  semua catatan keterangan, dengan
membanding-bandingkan antara keterangan yang satu
dan yang lain dan mengelompokkannya dan
mengklasifikasikan data-data tersebut ke dalam buku
ketiga, menurut bidang batas ruang lingkup masalahnya
untuk memudahkan analisis data yang akan disajikan
sebagai hasil penelitian lapangan. -

3.7.2. Analisis Data

Analisis data pada penelitian ini di Iakukan-secara kualitatif, yaitu
dari data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis kemudian di
analisa secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas.

Analisis data kualitatif adalah suatu cara penelitian yang
menghaéilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh
responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata,
diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.?

Pengertian dianalisis disini dimaksudkan sebagai suatu penjelasan
dan penginterpretasian secara logis sistematis. Logis sistematis
menunjukan cara berfikir deduktif-induktif dan mengikuti tata tertib dalam
penulisan laporan penelitian ilmiah. |

Setelah analisis data selesai maka hasiliya akan disajikan secara
deskriptif, yaitu dengan menuturkan dan mengambarkan apa adanya
sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Dari hasil tersebut kemudian
ditarik suatu kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan

yang diangkat dalam penelitian ini.

= Soerjono Soekanto. Op.Cit. hal. 12
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BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian
4.1.1. Gambaran Umum Kabupaten Karanganyar
Untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang keadaan
masyarakat Kabupaten Karanganyar perlu didraikan mengenai
keadaan yang sebenarnya Kabupaten Karanganyar.
41.1.1. Letak Geografis
Kabupaten Karanganyar merupakan bagian dari propinsi
Jawa Tengah, yang terietak di bagian timur dengan letak geografis
110° 40’ — 110° 70’ Bujur Timur dan 7° 28’ — 7° 46’ Bujur Selatan,
dengan ketinggian daerah rata-rata 511 m di atas permukaan laut.
Kabupaten Karanganyar termasuk wilayah Eks Karesidenan
Surakarta dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :
a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Sragen.
b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupateﬁ Magetan dan
| Ngawi.
c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Wonogiri dan
Sukoharjo.
d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Sragen.
41.1.2. Pehbagian Daerah Administratif.
Kabupaten Karanganyar terdiri dari tujuh belas (17)
wilayah Kecamatan dan seratus tujuh puiuh tujuh (177) wilayah

Desa/ Kelurahan.




40

Tujuh belas (17) wilayah Kecamatan itu terdiri dari 12 Kelurahan
dan 165 Desa. Kecamatan-kecamatan tersebut antara lain :
1. Kecamatan Karanganyar terdiri dari 12 Kelurahan.
2. Kecamatan Tasikmadu terdiri dari 10 Desa.
3. Kecamatan Jaten terdiri dari 8 Desa.
4. Kecamatan Kebakkramat terdiri dari 10 Desa.
5. Kecamatan Mojogedang terdiri dari 13 Desa.
8. Kecamatan Karangpandan terdiri dari 11 Desa.
7. Kecamatan Matesih terdiri dari 9 Desa.
8. Kecamatan Tawangmangu terdiri dari 7 Desa dan 3
| Kelurahan.
9. Kecamatan Ngargoyeso terdiri dari 9 Desa.
10. Kecamatan Jenawi terdiri dari 10 Desa.
11. Kecamatan Kerjo terdiri dari 9 Desa.
12. Kecamatan Jumapolo terdiri dari 12 Desa.
13. Kecamatan Jumantono terdiri dari 11 Desa.
14. Kecamatan Jatipuro terdiri dari 10 Desa.
15. Kecamatan Jatiyoso terdiri dari 9 Desa.
16. Kecamatan Colomodu terdiri dari 11 Desa.
17. Kecamatan Gondangrejo terdiri dari 13 Desa.
4.1.1.3. Topografi
Dilihat dari segi relief, Kabupaten Karanganyaf dapat
dikatakan banyak ragamnya, vyaitu dataran rendah dan

pegunungan, baik yang landai maupun yang curam.




Ketinggian Wilayah di Atas Permukaan Laut menurut Kecamatan

Di Kabupaten Karanganyar Tahun 2000

Tabel 4.1.

Ketinggian {m)

Kecamatan
Terendah Tertinggi Rata-rata
(1) @ (3) W
1. Jatipura 500 1.200 770
2. Jatiyoso 800 1.550 950
3. Jumapolo 340 580 470
4. Jumantono 300 600 450
5. Matesih 380 750 450
6. Tawangmangu 800 2.000 1.200
7. Ngargoyoso 750 1.000 800
8. Karangpandan 450 650 500
9. Karanganyar 240 480 320
10. Tasikmadu 120 240 140
11. Jaten 90 105 a8
12. Colomadu 130 150 140
13. Gondangrejo 140 170 150
14. Kebakkramat 80 187 95
15. Mojogedang 380 500 403
16. Kerjo 380 520 450
17. Jenawi 410 1.500 750
Kab. Karanganyar 80 2.000 511

Sumber : BPS dan Dipertan Kab. Karanganyar
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4.1.1.4. Jumilah Penduduk

Di Indonesia merupakan suatu kenyataan bahwa masalah
kependudukan merupakan juga masalah nasional, karena
pe'rtumbuhan penduduk setiap tahun semakin tinggi. Di Kabupaten
Karanganyar berdasarkan data statistik yang penulis peroleh maka
pertambahan pénduduk setiap tahun terus meningkat, sehingga
pada akhir tahun 2001 jumlah penduduk mencapai 804.031 jiwa,
terdiri  dari pe!nduduk laki-laki 397.906 jiwa dan penduduk
perempﬁan sebanyak 406.125 jiwa. Jumlah kepala keluarga
sebesar 190.826 kepala keluarga. Oleh karena luas wilayah
Kabupaten Karanganyar adalah 77.378,6374 (773,78 km2) dengan
jumiah penduduk sekitar 804.031 jiwa, maka kepadatan penduduk
tiap kilometer persegi adalah 1.039 orang, dengan pertumbuhan
penduduk sekitar 1,32% setiap tahun. Sesuai dengan ketentuan
Undang-Undang Nomor 56 P.rp Tahun 1960 Pasal 1 ayat (1),
maka Kabupaten Karanganyar dapat dikatakan sebagai daerah
yang sangat padat penduduknya, sehingga Iﬁas maksimum
pemilikan tanahnya adalah 5 hektar untuk tanah sawah dan 6

hektar untuk tanah kering.
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Untuk lebih jelasnya mengenai jumlah penduduk di Kabupaten
Karanganyar dapat kita lihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.2.
Banyaknya Keluarga dan Penduduk dirinci menurut Jenis Kelamin dan
Kecamatan
Di Kabupaten Karanganyar Tahun 2001

Jumilah penduduk

‘ Kecamatan kjeli:;:?;a Laki- | Peremp.| | . r?ae:ii

1 laki

(1) @ @ @’ | ®
1. Jatipura 9728 18.476 18.572 37.048 99,48
2. Jatiyoso 7.953 19.725 19.366 39.091 101,85
3. Jumapolo 12.524 22754 22.755 45.509 100,00
4. Jumaniono 11,192 22.803 23.287 46.090 97,92
5. Matesih 9.101 21640 | 22.099 | 43.739 97,92
6. Tw.mangu 10.094 21.278 22.186 43.464 95,91

i 7. Ngargoyoso 7.708 16.422 16.864 | 33.286 97,38
8. Kr.pandan 8.694 19.642 | 20.326 39.968 96,63
9. Karanganyar 18.661 33.674 | 35.548 69.222 94,73
10. Tasikmadu 12.696 25910 | 26.572 | 52.482 97,51
11. Jaten 16.306 32.206 | 33.030 | B5.238 97,51
12. Colomadu 12.743 25132 | 25.147 | 50.279 99,94
13. Gondangrejo | 12.488 30.445 | 30.389 60;834 100,18
14. Kebakkramat | 13.228 27106 | 27.702 | 54.808 97,85
15. Mojogedang 13.403 29,874 30.155 60.029 89,07
16. Kerjo 8.203 17.639 18.601 36.240 94,83
17. Jenawi 6.106 13.180 13.526 | 26.708 97,44

Jumlah Th. 2001 | 190.826 | 397.906 | 406.125 | 804.031 97,98
Jumiah Th. 2000 | 184.839 | 392.821 | 400.954 | 793.575 97,82
Jumlah Th. 1899 | 179.275 | 387.855 | 396.180 | 780.035 97,90
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Jumiah Th. 1698
Jumlah Th. 1997

174.562
169.360

383.090
379.224

391.709
387.997

774.799
767.221

97,80
97,74

Sumber : BPS Kabupaten Karanganyar

Untuk kepadatan penduduk per kecamatan di Kabupaten Karanganyar

dapat kita lihat dalam tabel di bawah ini :

Tabel 4.3.

Luas Wilayah, Distribusi, Kepadatan dan Pertumbuhan Penduduk dirinci menurut

Kecamatan

Di Kabupaten Karanganyar Tahun 2001

Luas Distribusi Kepadata Pertumb. Rata®

Kecamatan Wilayzah Pendudu Pengu du Pendudu Jiwa/
' {Knt) k K k Keluarga

(1) (2) (3) (@) (5) (6)

1. Jatipura 40,36 4. 61 918 0,65 3,81
2. Jatiyoso 687,16 4,86 582 0,81 4,92
3. Jumapolo 55,67 5,66 817 0,54 3,63
4. Jumantono 53,55 5,73 861 1,15 4,12
5. Matesih 26,27 5,44 1.665 'i,06 4 81
6. Tw.mangu 70,03 5,41 621 0,93 4.31
7. Ngargoyoso 65,34 4,14 509 0,71 4,32
8. Kr.pandan 34,11 4,97 1.172 0,51 4,60
9. Karanganyar 43,03 8,61 1.609 3,74 3,71
10. Tasikmadu 27,60 8,53 1.902 1,34 4,13
11. Jaten 25,55 8,11 2.553 2,91 4,00
12. Colomadu 15,64 6,25 3.215 1,63 3,95
13. Gondangrejo 56,80 7,57 1.071 0,97 4 87
14. Kebakkramat | 36,46 6,82 1.503 1,31 4,14
15. Mojogedang 53,31 7,47 1.126 0,39 4,48
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18. Kerjo 46,82 4,51 774 | 0,56 4,42
17. Jenawi 56,08 3,32 476 1,05 4,37
Jumlah Th. 2001 | 773,78 | 100,00 | 1.039 1,32 4,21
Jumiah Th. 2000 | 773,78 | 100,00 | 1.026 1,22 4,29
Jumlah Th. 1998 | 773,78 | 100,00 | 1.011 1,19 4,36
Jumlah Th. 1998 | 773,78 | 100,00 | 1.001 0,99 4,44
Jumlah Th. 1997 | 773,78 | 100,00 992 0,87 453

Sumber : BPS Kabupaten Kafanganyar
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411.7. Tanah

Berdasarkan

penggunaannya,

tanah di

Karanganyar seluas 77.378,6374 ha terdiri dari :
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Kabupaten

1) Tanah sawah seluas 22.912,4996 ha yang diperinci menurut

sistem irigasi seperti terlihat dalam tabel 4.6. sebagai berikut :

Tabel 4.6.

Luas Tanah Sawah menurut Jenis Penggunaan dan Kecamatan
Di Kab. Karanganyar Tahun 2001

Tanah Sawah
Kecamatan Irigasi Irigasi ', Tadah
‘ Sederhana

Teknis Teknis Hujan
%) @ @ | @ | Em
1. Jatipuro - 187,0000 1.267,0000 -
2. Jatiyoso 8,5800 782,5910 5274815 -
3. Jumapoio - 325.0160 1.382,1350 4 137,2180
4. Jumantono - 677,6000 791,8000 111,2960
5. Matesih 48,0000 667,6160 581,8244 -
6.Tawangmangu - - 713,3942 -
7. Ngargoyoso 16,7400 199,9510 473,2610 -
8. Kr.pandan 651,9330 496,4690 405,6150 1,0000
9. Karanganyar 1.328,8800 280,5000 75,0000 . 100,5200
10. Tasikmadu 1.515,7119 - - -
11. Jaten 1.250,8440 - - 20,9520
12. Colomadu 751,6000 - - -
13. Gondangrejo - - - 1.140,1440
14. Kebakkramat | 1.669,7700 378,8400 115,3700 125,9300

\,W—wm&—ﬁﬁwx
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15. Mojogedang 550,3220 | 1.020,1980 392,01356 64,2730
16. Kerio 63,0000 830,1383 236,7475 -
17. Jenawi 43,3600 1561,8490 341,9142 -
Jmi. Th. 2001 7.899,8409 6.007,7683 7.303,5563 1.701,3341
Jmi. Th. 2000 7.570,521¢9 6.299,2583 7.420,0974 1.666,8761
Jml. Th, 1999 7.613,1419 6.333,9303 7.415,3731 1.699,4949
Jml. Th. 1998 7.613,1419 6.344,2203 7.434,9264 1.715,1219
Jml. Th. 1997 7.838,5506 6.102,7738 7.487,9054 1.676,4279

Sumber ; BPS Kab. Karanganyar
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4.2, PEMBAHASAN
4.2.1. Pemecahan Tanah Pertanian di Bawah Batas Minimum Melalui
Jual Beli di Kabupaten Karanganyar.

Tanah sangat erat sekali hubungannya dengan kehidupan
manusia. Setiap orang tentu memerlukan tanah, bukan hanya dalam
kehidupannya, bahkan untuk matipun manusia masih memerlukan -
sebidang tanah. Jumlah luasnya tanah yang dapat dikuasai oleh
manusia sangat terbatas, sedangkan jumlah kebutuhan terhadap tanah
senantiasa bertambah. Kemajuan dan perkembangan di bidang
ekon‘omi, sosial, budayadan teknolpgi berdampak pada meningkatnya
jumlah kebutuhan tanah misainya untuk perumahan, perkebunan,
peternakan, pabrik-pabrik, perkantoran, tempat hiburan dan fasilitas
lainnya. Hal ini menyebabkan terjadinya pelanggaran pada
pelaksanaan Pasal 9 ayat (1) UU.NO. 56 Prp 1960, karena semakin
banyak memerlukan tanah, berarti akan banyak pula terjadi peralihan
hak atas tanah, khususnya dalam hali ini adalah tanah.pertanian.

Dengan semakin meningkatnya kebutuhan akan tanah untuk
keperluan pembangunan maka baik pemerintah, swasta maupun
masyarakat sudah barang tentu akan mempergunakan tanah-tanah
pertanian karena tanah darat iuasnya sangat terbatas.

Jual beli tanah khususnya tanah pertanian banyak terjadi di
Kabupaten Karanganyar cukup banyak, berdasarkan data dari Badan

Pertanahan Nasional Kabupaten Karanganyai‘ pada tahun 2002
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peralihan hak atas tanah pertanian mencapai 620 bidang (yang
tercatat) atau seluas 120,6202 Ha. Peralihan hak atas tanah pertanian
yang terjadi di Kabupaten Karanganyar -yang-terjadi. di-Kabupaten
Karanganyar dilakukan dengan cara jual beli sekaligus maupun jual
beli sebagian.

Peralihan hak (jual beli) tanah pertanian sebagian dilakukan
baik terhadap tanah yang sudah bersertifikat maupun belum
bersertifikat. Untuk yang tanat belum bersertifikat biasanya jual beli
dilakukan secara di bawah tangan, sedangkan untuk tanah yang sudah
bersértifikat dilakukan melalui ijin pemindahan hak atas tanah
pertanian yang ‘dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten
Karanganyar.
1‘.1.Jual Beli Tanah Pertanian Sebagian Yang Dilakukan Secara

llegal / Di hawah tangan.

Jual beli tanah pertanian sebagian yang terjadi di semua desa
(9 desa) yang tersebar di wilayah Kabupaten Karanganyar sulit
dikendalikan oleh aparat desa. Masyarakat melakukan jual beli cukup
dengan alat bukti sebuah segel atau kuitansi, selanjutnya terus
dicatatkan SPFT nya ke Kantor PBB. Apabila desa tidak mau mencatat
di buku C Desa, maka masyarakat membiarkannya saja yang pada

akhirnya pihak desa akan merasa kesulitan sendiri untuk menarik iuran

pajak buminya, karena dari pemilik tanah semuia tidak mau membayar

pajaknya.
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Perikatan atau perjanjian pemindahan hak (ual beli) tanah
pertanian yang dilakukan secara ilegal (bawah tangan) ini sering
menimbuikan -konflik atau permasalahan, di dalam masyarakat itu
sendiri, jual beli tersebut banyak mengandung kelemahan terutama
pada syarat-syarat formal hukumnya, antara lain :
terhadap penjual apakah sudah memenuhi ketentuan yang diatur
dalam peraturan perundang-undangan khususnya UU No. 56 Prp 1960
Basal 9 ayat (1). Sedangkan pembeli juga harus 'memenuhi ketentuan
batas maksimum pemilikan tanah (Basal 1) dan ketentuan tanah
abseﬁtee PP 224 tahun 1961 gasal 3 ayat (1) serta syarat-syarat
lainnya.

Pada prakteknya syarat-syarat dalam perjanjian jual beli tanah
pertanian tersebut banyak yang tidak dipénuhi oleh penjual maupun
pembeli. Hali ini akan menimbulkaﬁ konflik setelah tanah yang menjadi
objek jual beli tersebut akan didaftarkan untuk dimohonkan
sertifikatnya. |

Jual beli tersebut berdasarkan hukum adat sudah dapat diterima
karena sudah memenuhi syarat yang ditentukan yaitu bersifat kontan
dan terang. Walaupun kedudukan hukum adat sebagai dasar hukum
agraria nasional, namun dalam rangka pemindahan hak (balik nama)
harus memenuhi hukum positif yang berlaku (hukum pertanahan).

Terjadinya pemindahan hak karena jual beli yang tidak

memenuhi syarat hukum agraria dan tidak ditindaklanjuti dengan




pembuatan akta PPAT, dapat dikategorikan sebagai suatu
pemindahan hak secara ilegal / bawah tangan, sehingga dengan
sendirinya pemindahan hak tersebut tidak mendapat kepastian dan
perfindungan hukum. Boedi Harsono menyebut sebagai Okupasi llegal.
Bila menguasai dan menggunakan tanah tanpa g%h‘g haknya, baik
tanah negara maupun pihak lain.®* Sedangkan Effendi Perangin
menyeputkan bahwa kalau crang-orang menguasai tanah tanpa hak
(titel) disebut melakukan penguasaan secara Iiér, orang secara fisik
menduduki tanah dengan tidak sah (ilegal).*
| Peralihan hak atas tanah yang berpotensi konflik adalah semua
jenis perjanjian peralihan hak atas tanah yang sejak semula memang
sudah berpotensi konflik, dalam hal ini termasuk juga jual beli atas
tanah yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang- undang
Nomor 56 Prp. Tahun 1960.%° |
Jual beli tanah pertanian yang melanggar Pasal 9 ayat (1) yang
terjadi di masyarakat, kebanyakan untuk tanah yang masih belum
bersertifikat. Untuk itu jika membeli tanah yang belum bersertifikat,

jangan dilakukan jual beli tetapi buatiah janji akan jual beli / pengikatan

% Boedi Harsono, Beberapa Analisa Hukum Agraria, Bag. 2, Essa Study Club, Jakarta, 1986,
hal. 6.

B ) Effendi Perangin, Hukum Agraria Indowesia Suary Telaah dori Sudut Praktisi Hukum,
Rajawali, Jakarta, 1986, hal. 207

%), Kartini Soejendro, Perjanjian Peralihan Hak atas Tanah yang Berpotensi Konflik, Kanisius,
Yogyakarta, 2001, hal. 26
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jual beli. Jual beli akan dilakukan pada saat sertifikat telah selesai dan
janji akan jual beli dibuat dengan akta notaris,?”

Pemindahan hak (jual beli) atas tanah terjadi karena pihak
penjual membutuhkan uang untuk keperluannya, sedangkan pihak
pembeli ingin mendapatkan tanah untuk keperluan hidupnya pula.
Dalam hukum adat, pemindahan hak atas tanah harus bersifat kontan
dan terang. Kontan (tanpa syarat) berarti penjual menyerahkan barang
miliknya dan langsung menerima uang dengan jumlah yang disepakati
(lunas). Sedangkan pembeli langsung menerima barangnya (tanah).
“Teréng" berarti perpindahan hak tersebut harus dilakukan di hadapan
pejabat yang berwenang dan disaksikan oleh beberapa orang saksi.
Jual beli menurut Pasal 1457 KUH Perdata adalah :

“Suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya
untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk
membayar harga yang telah dijanjikan”.

Selanjutnya dalam Pasal 1458 KUH Perdata :

“Jual beli itu dianggap telah terjadi antara kedua befah'pihak, seketika
setelahnya orang-orang ini mencapai sepzkat tentang kebendaan
tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan,
maupun harganya belum dibayar’.

Perikatan jual beli di bidang pertanahan dalam prakiek sudah
merupakan jual beli pula. Hal ini disebabkan bahwa secara materiil

harga tanahnya sudah dibayar dan tanahnyapun sudah diserahkan

kepada pembeli. Namun dengan dipergunakannya kata “Perikatan”,

) Effendi Perangin, Mencegah Sengketa Tanah, Rajawali Press, Jakarta, 1986, hal. 17
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lembaga tersebut juga dapat diklasifikasikan ke dalam lembaga
perikatan / persetujuan.

Menurut ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun
1961, Pasal 19 mengatur mengenai peralihan hak atas tanah :
‘Setiap Perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah,
memberikan suatu hak baru atas tanah, menggadaikan tanah itu,
meminjam uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungannya, harus
dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat oleh dan di hadapan pejabat
yang ditunjuk oleh Menteri Agraria (selanjutnya dalam PP ini disebut
pejabat).”

Ketentuan tersebut secara eksplisit mengatakan bahwa hanya

pejabatlah yang dapat membuat akta pemindahan hak atas tanah.
Oleh karena itu, maka dalam pasal 44 ditentukan :
“‘Kepala desa dilarang menguatkan perjanjian yang dimaksud dalam
Pasal 22 dan 25 yang dibuat tanpa akta oleh Pejabat (PPAT).
Pelanggaran terhadap larangan tersebut dipidana dengan hukuman
kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan / atau denda sebanyak-
banyaknya Rp. 10.000,-”

Sekalipun demikian, apabila PPAT meragukan wewenang
seseorang untuk mengalihkan hak milik atas tanah, ia selalu dapat
meminta kesaksian Kepala Desa dan seorang anggota pemerintah
desa tempat di mana tanah terletak, sedangkan apabila tanah yang
akan dialihkan itu belum dibukukan sehingga belum bersertifikat, maka
kehadiran Kepala Desa dan seorang anggota pemerintah desa
menjadi keharusan. Keharusan Kepala Desa dan anggota pemerintah

desa tersebut mempunyai maksud bahwa di samping sebagai saksi

adanya peristiwa hukum pemindahan hak atas tanah, mereka
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menjamin bahwa tanah yang akan dialihkan benar-benar sebagai
tanah kepunyaan penjual 2

Dalam pemindahan hak (jual beli) atas tanah pertanian,

terhadap pembeli telah dipersyaratkan ketentuan dalam PP No. 224
tahun 1961 Pasal 3 ayat 1, yaitu:
“Pemilik tanah pertanian yang bertempat tinggal di luar kecamatan
tempat letak tanahnya, dalam jangka waktu 6 bulan wajib mengalihkan
hak atas tanahnya kepada orang lain di kecamatan tempat letak tanah
itu atau pindah ke kecamatan letak tanah”.

Sedangkan terhadap penjual dipersyaratkan sesuai ketentuan

Pasal 9 ayat (1) UU No. 56 Prp 1960 yaitu :
“Pemindahan hak atas tanah pertanian, kecuali karena pembagian
warisan dilarang apabila pemindahan hak itu mengakibatkan timbuinya
atau berlangsungnya pemilikan tanah yang luasnya kurang dari 2
hektar. Larangan termaksud tidak berlaku kalau penjual hanya memiliki
bidang tanah yang luasnya kurang dari 2 hektar dan tanahnya itu dijual
sekaligus.”

Penggunaan perikatan jual-beli tanpa ditindaklanjuti dengan
pembuatan akta jual beli yang dibuat oleh PPAT pada hakekatnya
merupakan suatu penyelundupan hukum, sebab perikatan jual-beli
tersebut digunakan sebagai dasar untuk memperoleh suatu hak atas
tanah. Pembuatan surat jual beli tanah di bawah tangan ini isinya tetap

sah, artinya pembuatan hukum peralihan hak atas tanah tersebut tetap

diakui sah adanya (Kptsn MA 123 K/sip/1970, tanggai 14 September

% § Kartini Sogjendro, Opcit, hal. 70
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1970) akan tetapi surat jual beli ini tidak dapat dipakai untuk urusan
balik nama di Badan Pertanahan Nasional %

Di Kabupaten Karanganyar peralihan hak atas tanah pertanian
melalui jual beli ilegal atau di bawah tangan banyak terjadi terhadap
tanah perfanian yang belum bersertifikat. Padahal setiap peralihan hak
atas tanah pertanian baik sudah / belum bersertifikat menurut
Peraturan Menteri Negara Agraria / Ka BPN Nomor 3 Tahun 1997
Pasal 89 harus mendapat ijin peralihan hak dari Kantor Pertanahan
setempat terlebih dahulu. Hal itu dilakukan untuk :

a. Mencegah terjadinya tanah absentee /‘ guntai.

b. Mencegah terjadinya fragmentasi pemilikan ténah pertanian yang
mengakibatkan timbulnya tanah pertanian kurang dari 2 hektar.

c. Mencegah terjadinya akumulasi pemilikan atau penguasaan tanah
pada orang-orang tertentu.

Menurut PP Nomor 24 Tahun 1997 Jo Permeneg Agraria / Ka
BPN Nomor 3 Tahun 1997 (Pasal 60) bahwa peralihan hak atas tanah
di bawah tangan atau ilegal yang menggunakan tanda bukti kuitansi,
segel maupun bentuk peralihan hak lainnya dabat dijadikan sebagai
dasar penerbitan sertifikat. Peralihan hak atas tanah pertanian
seharusnya dilakukan dengzn tetap mohon ijin peralihan hak terlebih
dahulu dari Kantor Pertanahan setempat. Namun kenyataannya oleh

Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah peristiwa peralihan hak atas

* Analisa dan Evaluasi tentang Masalah Calo dalam jual Beli Tanah, BPHN, hal. 19




67

tanah tersebut diproses dan diterbitkan sertifikat tanahnya tanpa harus
fjin peralihan hak terlebih dahulu. Menurut keterangan Kepala Seksi
Pengaturan dan Penguasaan Tanah hal tersebut terjadi karena sistem
pengendaliannya kurang baik dan kecenderungan masyarakat untuk

berbuat ilegal.

Hasil penelitian lapang yang peneliti Iaksanakan,- banyak terjadi -

peralihan hak atas tanah pertanian yang melanggar Pasal 9 ayat (1)
melalui jual beli khususnya terhadap tanah-tanah yang belum
bersertifikat. Jual beli tanah pertanian tersebut terjadi sejak
diber‘lakukannya UU No. 56/Prp/1960 sampai dengan sekarang.
Menurut keterangan beberapa PPAT di wilayah Kabupaten
Karanganyar, jual beli tanah pertanian baik yang melanggar maupun
yang tidak rasanya sulit untuk dikendalikan, karena para pemilik tanah
menganggap bahwa tanah milikﬁya itu benar untuk dijual belikan
asalkan tidak merugikan orang lain.

Terjadinya penjualan tanah pertanian sebagiaﬁ di masyarakat
karena didasarkan pada kepentingan-kepentingan yang mendesak
untuk kelangsungan hidup mereka sendiri dan sisanya masih tetap
diolah untuk anak cucunya kelak. Hampir di semua desa yang diteliti (9
desa) yang tersebar di wilayah Kabupaten Karanganyar telah terjadi
jual beli tanah pertanian sebagian, yang memang sulit untuk dimonitor/
dikendalikan oleh aparat desa. Mereka melakukan jual beli hanya

cukup dengan alat bukti sebuah segel atau kuitansi, selanjutnya terus
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dicatatkan ke buku C desa. Dengan demikian Kepala Desa secara
implisit telah ikut menyaksikan jual beli tersebut.

Agar terjadi permasalahan sosial dan salah pengertian dari para
pihak, maka tanah-tanah yang sudah dicatatkan di buku C. desa

tersebut oleh Kepala Desa dimohonkan pemindahan subjek pajak

tanah di Kantor Pelayanan Pajak. Hal ini dimaksudkan agar pihak -

penjual tidak lagi dibebani dengan pajak (PBB) atas tanah yang sudah
dijualnya.

Dari hasil wawancara dengan beberapa Kepala Desa dikatakan
bahwa jual beli tanah pertanian tersebut sudah dilakukan terlebih
dahulu oleh para pihak, tetapi selang beberapa hari / bulan / tahun
baru dilaporkan ke Desa, bahkan ada yang sama sekali tidak
dilaporkan ke Desa, sehingga pihak Desa seringkali menemui
permasalahan dalam penarikan PBB, karena subyek haknya masih
atas nama penjual, sedangkan tanah / obyeknya sudah beralih ke
pembeli. Dalam kondisi yang demikian ini Kepala besa tidak bisa
berbuat banyak, dan pada akhirnya agar masalah tersebut tidak
menimbulkan masalah sosial (terutama kepada éhli waris penjual) dan
masalah PBB, maka Kepala Desa terpaksa mencatat jual beli tersebut
ke buku desa.

Dengan semakin banyaknya permohonan‘ sertifikat massal
swadaya, maka tanah-tanah hasil jual beli tersebut diatas juga

didaftarkan untuk memperoleh sertifikat-sertifikat hak atas tanah.
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Menurut ketentuan PP No. 24/97 Jo Permeneg Agraria 3/97 tentang
pendaftaran tanah khususnya untuk pendaftaran tanah pertama kali
bukti-bukti yang diperiukan adalah terdapat pada Pasal 24 ayat (1).
Syaratnya antara lain :

Pada angka ke —6

*Akta pemindahan hak yang dibuat di bawah tangan disertai kesaksian
Kepala Adat / Kepala Desa / Kelurahan yang dibuat sebelum
berlakunya PP ini (8 Juli 1997).”

Pada angka ke — 13 :

“‘Lain-lain bentuk alat pembuktian tertulis dengan nama apapun,
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal VI dan Pasal VI

ketentuan-ketentuan konversi UUPA."

a. Hasil Wawancara dengan Kepala Seksi Pengaturan
Penguasaan Tanah  Kantor Pertanahan Kabupaten
Karanganyar (Bapak Soemardi, BA) tanggal 20 September
2003. ‘

Di Kabupaten Karanganyar peralihan hak atas tanah

pertanian yang mengakibatkan timbulnya pemilikan tanah pertanian
kurang dari 2 Ha, banyak terjadi di masyarakat dan sangat sulit
untuk dikendalikan, karena masyarakat telah melakukan jual beli di
bawah tan.gan dan itu tidak mungkin untuk dibataikan. Hal ini
disebabkan uang yang diterima oleh penjual sudah dipergunakan
untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yéng sudah sangat
mendesak.

Kebanyakan masyarakat melakukan jual beli tersebut karena

ada keperiuan yang mendesak (berobat, biaya sekolah dan fain-
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lain) ta'npa memperdulikan apakah jual beli itu dilarang atau tidak.
Mereka beranggapan bahwa tanah itu toh tanah mereka sendiri,
sehingga mereka bebas untuk melakukan perbuatan hukum
apapun terhadap tanah mereka tersebut. Jika mereka terhimpit
kebutuhan yang mendesak apakah pemerintah juga mencukupi ?
Kemudian biasanya jual beli di bawah tangan tersebut tidak segera
dimohonkan sertifikat hak atas tanahnya.

Menurut Kasi PPT BPN Karanganyar tersebut, pemecahan
ta_nah pertanian di bawah batas minimum tersebut tidak periu
dikhawatirkan asal tidak menyebabkan menyebabkan perubahan
pengguhaan ‘tanah. Yang perlu dikhawatirkan justru jika
pemecahan tersebut menyebabkan terjadinya perubahan
penggunaan sawah beririgasi teknis menjadi tanah non pertanian.
Kekhawatiran ini dapat dipahami karena hal tersebut akan
menyebabkan luas tanah pertanian menjadi sempit sehingga tujuan
landreform untuk memperbaiki produksi nasional khususnya sektor
pertanian guna memper‘cinggi penghasilan dan taraf hidup rakyat
akan semakin jauh dari kenyataan.

Hasil wawancara tanggal 24 September 2003 dengan PPAT -
Camat. Djoko Narimo, SH (Camat Ngargoyoso).
Beliau mengatakan bahwa di wilayah Kecamatan

Ngargoyoso, jual beli tanah baik darat maupun pertanian masih
banyak dilakukan melalui bawah tangan daripada menggunakan

akta yang dibuat oleh PPAT. Demikian juga terhadap tanah
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pertanian, banyak dilakukan jual beli di bawah tangan, tetapi
mereka tidak segera mendaftar untuk dimohonkan sertifikat
tanahnya. Mereka tidak sadar bahwa jual beli tersebut
mengandung masalah atau konfiik di kemudian hari.

Pendapat yang dikemukakan oleh Bapak Djoko Narimo
bahwa jual beli tanah pertanian yang melanggar Pasal 9 ayat (1), di
Kecamatan Ngargoyoso banyak terjadi, tetapi dilakukan secara di
bawah tangan dan bahkan tidak diketahui / dilaporkan ke Kepala
Desa setempat. Mereka umumnya melakukan jual beli tanah
pertanian sebagian tersebut untuk keperluan berobat, biaya
sekolah, membayar hutang dan lain-lain.

. Hasil wawancara tanggal 27 September 2003, dengan PPAT
Notaris Taukhid Hidayati SH, Spd (Notaris di Karang Pandan).
Berdasarkan hasil wawancara didapatkan bahwa untuk

melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1), rasanya sangat sulit,
terutama untuk daerah pedesaan, karena kebanyakan mereka
belum mengerti ketentuan tersebut, walaupun mengerti, jika
mereka terdesak oleh kebutuhan ekonomi, mereka tidak perduli
dengan ketentuan tersebut. )
Berkaitan dengan pemindahan hak atas tanah pertanian,
apabila untuk dimohonkan akta tanah, pemohon harus mengisi
surat pernyataan diri ientang tidak melanggar ketentuan
Landreform (UU NO. 56/Prp/1960 maupun PP No. 224 tahun

1961).




Untuk menegakkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) sangatlah
sulit, karena BPN tidak mempunyai data kepemilikan tanah
perorangan baik yang sudah bersertifikat maupun belum
bersertifikat di masing-masing daerah, dan itu rasanya perlu waktu,

tenaga dan biaya yang cukup besar.

1.2; Dilaksanakan Secara Legal Dengan Menggunakan ljin
Pemindahan Hak Atas Tanah Pertanian Oleh BPN Kabupaten
Karanganyar.
| Banyaknya kasus peralihan hak atas tanah pertanian sebagian

melalui jual beli di masyarakat Kabupaten Karanganyar mengakibatkan

terjadinya pelanggaran Pasal 9 ayat (1) UU No. 56/Prp/80. Terjadinya
pelanggaran tersebut karena ada beberapa alasan yang menurut
pemilik (penjual) merupakan suatu keterpaksaan untuk melakukannya.

Alasan tersebut yaitu :

a. Untuk membiayai pendidikan.

Sudah sering kita jumpai di masyarakat bahwa di dalam
kehidupan modern seperti sekarang ini, banyak sekali orang tua
berusaha semaksimal mungkin untuk menyekolahkan anak-
anaknya, agar nantinya mendapatkan masa depan yang lebih baik.
Orang tua rela untuk melakukan segala usaha (termasuk menjual
tanah pertaniannya) demi pendidikan anak-anaknya (investasi

masa depan).
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. Untuk biaya sakit / berobat.

~ Kesehatan adalah segala-galanya, apépun akan dilakukan
demi kesehatan. Sering terjadi di masyarakat ketika suatu keluarga
dimana salah seorang anggota keluarganya mengalami musibah
kecelakaan dan dirawat di rumah sakit. Mereka membutuhkan
biaya atau uang tunai sedangkan mereka kebetulan hanya
mempunyai beberapa bidang tanah yang luas keseluruhannya
kurang dari 2 hektar, sehingga mereka terpaksa menjual tanah
sebagian (sesuai kebutuhan saja) demi kesembuhan penyakit
aﬁggota keluarga.
. Untuk membayar hutang.

Dia melakukan penjualan tanah pertanian yang melanggar
Pasal 9 ayat (1) tersebut karena kebutuhan yang mendesak untuk
membayar hutang. Kebanyakén tanahnya sudah dikuasai oleh
orang yang memberi hutang, sehingga sulit untuk menghindari
penjualan tanahnya. '

. Untuk biaya naik haiji.

Di daerah fanatik, kebutuhan rohani akan menjadikan
prioritas utama untuk dilaksanakan sehingga sering terjadi untuk
menunaikan ibadah haji, mereka harus menjual tanah baik tanah
pertanian maupun darat demi terpenuhinya keinginan batin mereka

karena itu merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu.
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e. Untuk modal usaha.
Penjualan tanah pertanian (melanggar Pasal 9 ayat (1))
menurut mereka, karena mengelola tanah pertanian saat ini sering
mengalami kerugian dan untuk memenuhi kebutuhan hidup perlu

melakukan suatu usaha yang dapat membefikan hasil lebih baik

daripada bertani (usaha dagang), tetapi mereka tidak mau menjual -

tanah pertaniannya, karena untuk diberikan kepada anak-anaknya
kelak.
f.  Untuk dibelikan tanah kembali.

Penjualan tanah pertanian yang melanggar Pasai 9 ayat (1),
hasil penjualannya dibelikan lahan pertanian yang lebih baik dan
berproduksi tinggi. Biasanya waktu menjual tanahnya dengan
wakitu membell tanah lagi terjadi selisih beberapa bulan bahkan
tahun.

Keterangan di atas disusun berdasarkan hasil Wawancara
dengan para penjual tanah pertanian sebagian. Berdasérkan beberapa
alasan yang dikemukakan di atas, serta beberapa pertimbangan
kemanusiaan dan pertimbangan sosial lainnya, Kepala Kantor
Pertanahén Kabupaten Karanganyar mengambil langkah-langkah
kebijakan agar peraiihan hak (jual beli} tanah pertanian sebagian tidak
terjadi permasalahan di kemudian hari, dengan cara memberikan
dispensasi (ijin khusus) pada peralihan hak tersebut. Seteiah

mendapat dispensasi, mereka meneruskan peralihan hak (jual beli)
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tersebut ke PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) untuk dibuatkan
aktanya dan seianjutnya didaftarkan ke Kantor Pertanahan untuk
dibuatkan sertifikat hak atas tanahnya.

Kebijakan Kepala Kantor Pertanahan untuk memberikan
dispensasi (jjin khusus) oleh Seksi Pengaturan Penguasaan Tanah
dikeluarkan setelah dilakukan penelitian lapangan terlebih dahuiu baik -
terhadap subyeknya maupun terhadap obyeknya. Jadi dispensasi (jjin
khusus) tersebut diberikan dengan pertimbangan teknisnya. ‘
Dispensasi (ijin khusus) ini diberikan terhadap peralihan hak (jual beli)
atas tanah pertanian yang sudah maupun belum bersertifikat. Sebagai
contoh dispensasi (jjin khusus) peralihan hak atas tanah pertanian
sebagian Pasal 9 ayat (1) yang telah dikeluarkan oleh Kantor
Pertanahan Karanganyar (terlampir).

ljin pemindahan hak atas tanah pertanian tersebut dibuat
berdasarkan Surat Pernyataan Diri dari penerima hak (pembeli) yang
pada intinya yaitu dengan pemindahan hak tersebut, haka penerima
hak / pembeli tidak akan melanggar ketentuan batas luas maksimum
dan tidak menjadikan pemilik tanah absentee. Pernyataan tersebut
sebenarnya sama sekali tidak mengontrol apakah pemindahan hak
(jual beli) tersebut melanggar Pasal 9 ayat (1) atau tidak. Seharusnya
pengendalian tersebut jangan hanya dipertimbangkan dari sisi pembeili
saja, namun juga dari sisi penjualnya, karena justru yang melakukan

pelanggaran Pasal 9 ayat (1) adalah pihak penjual.

(DPT-PUSTAX-UHBIR]
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Hasil penelitian telah membuktikan bahwa pengendalian
pemindahan hak atas tanah pertanian tersebut telah ada yang
melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (1) (data terlampir). Dengan
demikian fungsi hukum sebagai sarana pengendalian sosial untuk tidak
melakukan juai — beli tanah pertanian yang melanggar Pasal 9 ayat (1)
tersebut telah gagal untuk dilaksanakan.

Karena lemahnya atau kurang efektifnya sistem pengendalian
tersebut, maka pemindahan hak (jual beli) atas tanah pertanian yang
melanggar Pasal 9 ayat (1), pada akhirnya tidak terkendalikan oleh
hukuh, walaupun dalam PP No. 24 tahun 1997 Pasal 39 telah
dipersyaratkan kepada PPAT untuk menolak pemindahan hak tersebut

apabila telah melanggar larangan yang ditentukan dalam peraturan

’perundang-undangan yang Dbersangkutan misalnya larangan

pemecahan tanah pertanian yang dimaksudkan dalam Pasal 9 ayat (1)
UU No. 56/Prp/1960.%°

Problem Pasal 9 ayat (1) bagi masyarakat aianggap tidak
signifikan, karena mereka dapat melakukan bentuk pemindahan hak
(jual-beli) tanah pertanian dengan mudah yaitu :

- Membuat pernyataan diri bahwa sudah tidak mempunyai lagi

tanah pertanian selain tanah yang dijualnya itu.

* Boedi Harsono, Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 rentang Pendafiaran Tanah : Isi dan
Penjelasannya, disampaikan pada Seminar Nasional beketja sama antara FH Universitas Trisakli

dengan BPN, lakaria, 1997,
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Kantor Pertanahan dengan perbuatan penjual seperti tersebut
di atas, sudah percaya, kecuali di Kantor Pertanahan ada
data mengenai pemilikan tanah maisng-masing orang,
sebagai cara untuk mengendalikan jual-beli tersebut.

Seseorang yang mempunyai tanah pertanian beberapa bidang
terletak di beberapa desa (tidak terkena ketentuan absentee), di mana
mereka menjual sebagian tanahnya terletak di Desa A, maka Kantor
Pertanahan sudah tidak dapat melacak kepemilikan tanah lainnya,
padahal menurut ketentuan Pasal 9 ayat (1) hal tersebut dilarang dan
untuk mempetoleh data tersebut sangat tergantung dari peméhon
dengan kejujurannya.

Bagi masyarakat yang diharapkan adalah sertifikat hak atas
tanah. Untuk itu bagi masyarakat itu send.iri, dalam proses pendaﬂaran
tanahnya syarat-syarat apapun yang diajukan démi ﬁﬂéndépétkan
sertifikat.

Pemecahan pemilikan tanah pertanian, juga dilékukan dengan
cara-cara formal, yaitu dengan cara pemilik tanah yang sudah
bersertifikat mengajukan permohonan pemecahan tanah pertanian
yang mereka miliki menjadi beberapa bidang (contoh formulir terlampir)
dan masing-masing bidang tanah tersebut masih atas namé pemilik
yang bersangkutan. Setelah sertifikat masing-masing bidang tanah
tersebut keluar, baru kemudian dilakukan jual beli terhadap salah satu /

beberapa bidang tanah tersebut. Sehingga seolah-olah tidak terjadi
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pemecahan (dijual sekaligus) padahal proses pemecahannya terjadi
sebelum jual beli dilakukan. Hal ini merupakan bentuk baru
pelanggaran Pasal 9 ayat (1) UU No. 56 Prp 1960. Permohonan
pemecahan tanah pertanian ini sebenarnya merupakan suatu hal yang

tidak lazim, mengapa satu sertifikat tanah yang sudah atas nama satu

orang harus dipecah menjadi beberapa bidang dengan nama pemilik -

yang sama, padahal tidak terjadi perbuatan hukum apapun. Justru
yang lazim adalah penggabungan hak, dengan cara beberapa sertifikat
tanah dengan pemilik yang sama digabungkan menjadi satu pemilik.
Sehérusnya dari pihak BPN (Seksi Pengukuran dan Pendaftaran
Tanah) melakukan pengecekan apakah pemecahan tanah pertanian
tersebut melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (1) UU No. 56 Prp 1960

atau tidak.

. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Dalam Hal

Larangan Pemecahan Tanah Pertanian Di Bawah Batas Minimum
Melalui Jual Beli di Kabupaten Karanganyar.

Pemindahan hak / peralihan hak atas tanah sebelum beriakunya
UU No. 5 tahun 1960 atau sebelum tanggal 24 September 19860,
bersumber pada hukum adat. Berlakunya hukum adat dalam
masyarakat adalah merupakan manifestasi dari aspirasi yang
berkembang di dalam masyarakat.®'

Hukum adat termasuk hukum tidak tertulis, sedangkan hukum

tidak tertulis itu seperti tradisi, kebiasan atau praktek-praktek tertentu.

' Abdurahman, Kedudukan Hukum Adat dalam Perundang-undangan Hukum Agraria Indonesia,
Akademika Pressindo, Jakarta, 1994, hal. 10.
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Kebiasaan dan lain-lain itu bisa bekerja secara diam-diam, .di bawah
permukaan hukum tertulis yang bersifat resmi.*

Kebiasaan yang dalam prakiek sehari-hari tefah dilakukan dan
ditaati oleh masyarakatnya, maka kebiasaan tersebut akan menjadikan
pedoman tingkah laku (hukum) di masyarakat atau kelompok tertentu.
Kebiasaan serta praktek-prakiek yang dilakukan oleh anggota-anggota
masyarakat memang tidak boleh dikesampingkan begitu saja,
manakala kita ingin benar-benar mempelajari dan mengetahui hukum
yang sungguh-sungguh berlaku dalam kenyataan kehidupan sehari-
hari. |

Kebiasaan yang sudah melembaga dan telah mampu mempola
perilaku kehidupan masyarakat pada akhirnya akan menjadi budaya di
masyarakat tersebut. Budaya masyarakat dalam meiékukan
pemindahan hak (jual-beli) atas tanah yang didasarkan atas hukum
adat setempat adalah merupakan hukum juai-beli yang sah, apabila
juai beli tersebut dilakukan secara kontan dan terang. Pémindahan hak
yang hanya didasarkan hukum adat dan tidak dipenuhi syarat hukum
positif menunjukkan bahwa tingkat kesadaran hukum di masyarakat
masih rendah.

Kesadaran hukum yang tertanam di dalam hati sanubari warga
masyarakat merupakan faktor yang menentukan sahnya hukum.

Adanya kesadaran hukum akan sangat mendukung untuk keberhasilan

%2 Satjipto Rahardjo, Zmu Hudeun, Bandung, 1996, hal. 72 - 73,
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suatu aturan hukum itu diterapkan di tengah masyarakat. Keberhasilan
penerapan aturan-aturan hukum itu dipengaruhi oleh derajat
kesadaran hukum yang ada. Makin tinggi derajat kesadaran hukum
yang ada, maka makin tinggi tingkat keberhasilan penerapan aturan
hukum itu di masyarakat.

Sehubungan dengan kesadaran hukum Soerdjono Soekanto
memberi pengertian bahwa kesadaran hukum adaiah konsep-konsep
abstrak dalam diri manusia tentang keserasian antara ketertiban dan
ketentraman yang dikehendaki dengan ketertiban dan ketentraman
yang. sepantasnya.’ Kesadaran hukum bukanlah semata-mata
sesuatu yang tumbuh secara spontan daiam hati sanubari rakyat akan
tetapi juga merupakan sesuatu yang harus dipupuk secara sadar, agar
supaya tumbuh dalam hati sanubari rakyat.

Kesadaran hukum akan mempengaruhi kepatuhan orang
terhadap hukum. Kepatuhan hukum bisa diungkapkan sebagai
manifestasi dari kesadaran hukum. Orang yang ﬁanya memiliki
kesadaran hukum tanpa ditkuti dengan tindakan untuk mematuhi
hukum itu maka kesadaran hukum itu hanya semacam nilai.
Kesadaran hukum itu baru teriihat dengan adanya kepatuhan hukum.
Dengan begitu dalam kenyataan, kesadaran hukum dan kepatuhan

hukum itu berlaku secara beriringan.

¥ Soerjono Soekanto, Kesadaran Hukum dan Keparhan Hukuwm, Rajawali, Jakarta, 1982, hal,

159
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Merujuk pada isi dari pandangan Satjipto Rahardjo yang
menyatakan bahwa hukum tidak lagi menjadi hukum apabila tidak
dijalankan atau diterapkan.*” Hal ini memberi arti bahwa suatu aturan
hukum yang tidak ditegakkan akan menjadi mati suri sampai suatu
waktu hukum itu ditinggalkan dan dilupakan sehingga hilang dan mati
dalam arti sesungguhnya. Dengan begitu penegakan hukum adalah .
bagian yang menentukan suatu aturan itu tetap menjadi hukurn atau
tidak.

Selama aturan hukum itu tidak dijalankan, maka ia tidak lebih
dari Hasil pemikiran para pembuat UU yang terangkai dalam kata-kata
yang indah namun tidak punya makna dan arti sama sekali di tengah
masyarakat sebab tidak ada pengamalannya. Untuk bisa menjadikan
hukum itu eksis di tengah masyarakat dan teramalkan, maka upaya
penegakaﬁ hukum adalah solusinyé.

Hal serupa juga terjadi pada aturan-aturan dalam Pasal 9 ayat
(1) UU No. 56 Prp/1960. Jika tidak ada upaya penega.kan hukumnya,
maka aturan-aturan tersebut tidak lebih dari sebuah konsep pemikiran
yang baik dan ideal tanpa ada realisasinya yang nyata dalam
masyarakat.

Dalam penelitian peraiihan hak ‘UuaLbeIi) tanah pertanian di

Kabupaten Karanganyar telah terjadi pelanggaran Pasal 9 ayat (1),

) gatjipto Rahardjo, Masalah Penegokan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, Sinar Baru,

Bandung, Tanpa Tahun, hal. 5.




82

yang dilakukan oleh masyarakat maupun oleh Kantor Pertanahan
setempat. Hal ini terbukti dengan adanya data yang menunjukkan
bahwa dari 9 desa yang menjadi lokasi penelitian telah terjadi
pelanggaran hukum yang dilakukan .oleh instansi pertanahan
Kabupaten Karanganyar yaitu terbukti adanya penerbitan ijin
pemindahan hak atas tanah oertanian yang mengakibatkan terjadinya
pemilikan tanah pertanian luasnya kurang dari 2 hektar.

Tidak tercapainya tujuan hukum tersebut merupakan fakta
empiris bahwa ketentuan itu tidak bisa diterima oleh masyarakat
karena dianggap hukum tersebut bertentangan dengan kepentingan
yang lebih mendasar. Dengan demikian, maka fungsi hukum itu sudah
tidak sesuai dengan apa yang dicita-citakan oleh hukum itu sendiri
yaitu :

1. Keadilan.
2. Ketertiban.
3. Ketentraman.
4. Kesejahteraan.
Selanjutnya dikatakan pula bahwa berfungsinya hukum
melibatkan beberapa faktor, yaitu® :

1. Faktor kaidah hukum atau peraturan itu sendiri harus sistematis,
tidak bertentangan baik secara vertikal maupun secara horizontal,
dan dalam pembuatannya harus disesuaikan dengan persyaratan
yuridis yang telah ditentukan.

2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk
maupun menerapkan hukum haruslah mempunyai pedoman
berupa peraturan yang ter‘ulis yang menyangkut ruang lingkup
tugasnya dengan meneniukan batas-batas kewenangan dalam

* Soerjono Soekanto, Feukior-fuktor vang Mempengaruhi Penegakan Hulamn, Jakarta, Cetakan
keempat 2002, hal.5.
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pengambilan kebijaksanaan. Dan yang paling penting, adalah
kualitas petugas memainkan peranan penting dalam berfungsinya
hukum.

3. Faktor sarana atau fasilitas yang diharapkan dapat mendukung
pelaksanaan kaidah hukum yang telah ditetapkan. Fasilitas disini
terutama sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung
untuk mencapai tujuan.

4. Faktor masyarakat yang terkena ruang lingkup peraturan tersebut.

5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang
didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Ketentuan Pasal 9 ayat (1) UU No. 56 Prp / 1960 tersebut
adalah suatu ketentuan yang menurut pembuat undang-undang
merupakan sesuatu yang ideal bagi para petahi, namun ketentuan
tersebut sangat sulit untuk dilaksanakan, karena batas minimum 2 Ha
itu untuk di Jawa sangat tidak realistis dan sulit uniuk dilaksanakan
sehingga periu ditinjau kembali. Berdasarkan hasil sensus pertanian,
pada tahun 1963, rata-rata luas tanah pertanian rakyat adalah 1,05 Ha
untuk seluruh Indonesia. Untuk Jawa Barat angka itu adalah 0,69 Ha,
Jawa Tengah 0,69 Ha, Daerah Istimewa Yogyakarta 0,50 Ha dan Jawa
Timur 0,76 Ha semuanya sawah dan tanah kering.

Data tahun 1984, untuk Jawa menunjukkan 30 % (4,5 jt) rumah
tangga petani adalah buruh tani : 50 % 7,5 jt) rumah tangga petani
menguasai hanya 20 % tanah yang ada, masing-masing dibawah 0,5
Ha tergolong petani gurem, sementara itu petani menengah dan kaya
(tanah iebih dari 0,5 Ha) menguasai 80 % luas tanah.

Penelitian tahun 1993 pemilikan tanah pertanian secara

nasional rata-rata seluas 0,83 Ha per keluarga petani, di Jawa bahkan

tebih kecil lagi sekitar 0,41 Ha, sedangkan jumlah keluarga petani yang
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memiliki {ahan kurang dari 0,5 Ha diperkirakan mencapai 7 juta
keluarga.®®

Berpatokan pada data-data tersebut di atas, sudah sangat jelas
bahwa setiap tahun pemilikan tanah oleh petani semakin menyempit
dan bisa diprediksikan kondisi pemilikan tanah yang akan datang,
petani kecil dan buruh tani akan semakin tidak mungkin untuk memiliki
tanah pertanian yang cukup untuk hidup layak.

Petani juga seorang manusia yang perlu hidup seperti manusia
Iainnya, menginginkan hidup yang layak, aman, sejahtera dan lain
sebagainya, terfnasuk kecukupan sosial dan ekonominya. Sementara
ini negara tidak mampu lagi memberikan kontribusi kesejahteraan
rakyat kecil.

Penjualan tanah pertanian. sebagian oleh petani dilakukan
karena adanya suatu kebutuhan uang yang mendesak yang menurut
mereka merupakan suatu kebutuhan yang menjadi prioritas kebutuhan
hidup beserta keluarganya (kepentingan kesehatén pendidikan,
kesejahteraan ekonomi, perumahan, naik haji) dan ada juga untuk
membeli tanah yang tingkat kesuburannya lebih tinggi.

Seseorang melakukan pemindahan hak (jual beli} atas tanah
pertanian yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (1), adalah sebagai

upaya untuk menyelesaikan masalah-masalah intern yang harus

% IGN Guntur, Proses Pergeseran Pola Kepemilikan dan Penguasaan Tanah Pertanian, Bhumi

Nomor 4 Tahun 31 Maret 2003, hal. 11.
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ditangani mereka sendiri demi tercapainya tujuan yang hendak mereka
capal walaupun tindakan itu menyimpang dari peraturan. Kenyataan
tersebut sebagai tindakan yang dilematis. Di satu pihak mereka harus
tunduk pada ketentuan hukum yang sifatnya normatif. Di pihak lain,
kenyataan lapangan yang begitu kompleks sering tidak bisa ditangani

dan ditampung oleh peraturan yang begitu kaku. 3"

3) 1. Kartini Sogjendro, Perjanjian Peralihan Hak atas Tanah yang Berpotensi Kongflik, Kanisius.

Yopyakarta, 2001, hal. 26.
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BAB V
PENUTUP

KESIMPULAN
Dari hasil analisis tersebut di atas dapat disimpulkan sebagai

berikut :

. Tujuan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor 56 Prp.

Tahun 1960 dalam kenyataannya sangat sulit untuk dilaksanakan,
karena kondisi pemilikan tanah pertanian di Kabupaten
karanganyar adalah antara 0,5 sampai 0,6 hektar per keluarga
(sesuai hasil sensus tahun 1993). Hal ini terbukii adanya
pemindahan hak (jual beli) atas tanah pertanian yang melanggar
Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor 56 Prp. Tahun 1960 yang

dilakukan di bawah tangan.

. Alasan penjualan tanah pertanian yang melanggar ketentuan

Pasal 9 ayat (1) adalah untik kepentingan yang sangat mendesak
(biaya berobat, biaya sekolah, membayar hutang dan kebutuhan

ekonomi lainnya).

. Terjadi bentuk baru pelanggaran Pasal 9 ayat(1) Undang-undang

Nomor 56 Prp. Tahun 1960 yaitu dengan cara pemilik tanah yang
sudah bersertifikat mengajukan permohonan pemecahan tanahnya

(tanah pertanian) menjadi beberapa bidang, kemudian setelah
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sertifikat tersebut keluar masing-masing atas nama pemilik yang
sama, baru dilakukan jual beli atas tanah pertanian tersebut.

- Tindakan konkret pemerintah terhadap pemindahan hak (jual beli)
atas tanah pertanian yang melanggar Pasal 9 ayat (1) melalui
Kepala Kantor Pertanahan telah diterbitkan ljin Pemindahan Hak
atas Tanah Pertanian yang mendasarkan pada Surat Pernyataan
Diri dari pembeli, dengan tujuan agar tidak terjadi pelanggaran
terhadap ketentuan kelebihan batas maksimum pemilikan tanah
dan ketentuan pemilikan tanah secara absentee.

. Pemindahan hak (jual beli) atas tanah pertanian yang melanggar
Pasal 9 ayat (1) dan dilakukan secara ilegal (bawah tangan) yang
kejadiannya sebelum tanggal 8 Juli 1997 menurut Peraturan
Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 jo Permeneg Agraria/ Ka BPN
Nomor 3 tahun 1997 dapat diproses pendaftaran tanahnya tanpa
dilakukan penelitian terhadap Pasal 9 ayat (1) lindang-undang
Nomor 56 Prp. Tahun 1860

. Dalam rangka pengendalian Pasal 9 ayai(1), telah terjadi kesulitan
yang sangat signifikan, karena Kantor Pertanahan dan Kantor
Desa tidak mempunyai data kepemilikan tanah pertanian masing-

masing subyeknya.
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SARAN-SARAN

Sebagai upaya untuk mengatasi berbagai masalah hukum, sosial

maupun ekonomi di masyarakat berkaitan dengan penerapan Pasal 9

ayat

(1) Undang-undang Nomor 58 Prp. Tahun 1980, Penulis

menyarankan berbagai alternatif:

1. Apabila Pasal 9 ayat (1) tetap dilaksanakan :

a.

Agar ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor 56 Prp.
Tahun 1960 tidak kaku, maka periu dibuatkan peraturan
pelaksanaan yang sudah mempertimbangkan nilai-nilai
kemanusiaan dan hak-hak seseorang.

Pemerintah (BPN) jangan membuka peluang untuk mempermudah
terjadinya pemilikan tanah maupun pemecahan bidang tanah
pertanian. |

Sistem pengendalian yang selama ini dilakukan jangan hanya
mempertimbangkan dari sisi pembeli saja yaitu adanya Surat
Pernyataan Diri Pembeli bahwa Ia tidék melanggar
pemilikan/penguasaan tanéh pertanian, melainkan juga dari sisi
penjual perlu ada pernyataan bahwa dengan dijuainya tanah
pertanian tersebut penjual tidak punya tanah pertanian lagi.
Mengingat ketentuan Pasal 9 yat (1) Undang-undang Nomor 56
Prp. Tahun 1960 diberlakukan terhadap semua tanah pertanian,
maka semua permohonan sertifikat melalui pendaftaran pertama

kali maupun balik nanﬁa, apabila pemindahan (jual beli) tersebut
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terjadi sesudah berlakunya Undang-undang Nomor 56 Prp. Tahun
1960 harus menggunakan ijin pemindahan hak atas tanah
pertanian.

Perlu dipertegas mengenai pengertian tanah pertanian yang boleh

dijual.

2. Apabila Pasal 9 ayat(1) akan dilakukan perubahan :

a.

Penerapan Pasal 9 ayai(1) banyak menimbulkan masalah baru
dalam masyarakat, maka perlu dilakukan perubahan yang benar-
benar mampu mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada di
rﬁasyarakat dan lebih akomodatif terhadap perkembangan sosial
dan ekonomi, di masa sekarang maupun di masa mendatang.

Batas minimum pemilikan tanah pertanian tidak perlu diatur secara
ekspisit tetapi cukup diambangkan batas minimum pemilikan

tanahnya.
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